
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun J 960 tcntang Panitia Urusan Piutang 
Negara O .embaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2104)~ 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang · Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nornor 76 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor J029); 

4. Undang-1 Indang Nomor t 2 Tahun l 985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembarar, Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Rcpublil; Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nornor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Rej.sblik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

1. Undang-Undang No. 8 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kota-Kota Besar dalam Lirrgkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

Mengingat 

h. bahwa berdasarkan perrirnhangan sebagaimana dirnaksud dalam hurnf n pcrlu 
rnenetapkan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan 

--.- Da~rah Kula Sibolga Nemer & Tahun 2012 Tcnlang, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sibolua 
Nomor 8 Tahun 2012 Tcntang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan pada tanggal 23 Desember 2011 dan telah telah diundangakan 
dalam lembaran daerah kota sibolga tahun 20 l l nomor 8 pada tanggal 23 
desember 2011, maka untuk pelaksanaannya per1u ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota: 

Menimbang 

WALIKOTA SIBOLGA, 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

973 I 30 /2012 NOMOR: 
PERA TURAN WALIKOT A SIBOLGA 

-Vt, ALIKOTA. SIBOLGil~ 



16. Peraturan Daerah Kora Sibolga Nomor 8 Talmo 20] 1 Tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lernbaran Daerah Kota Sibolga 
Tahun 2011 Nomor 8); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 rentang Pedornan Pernhinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4593); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 20·10 Tentang Jenis Pajak Daerah 
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepaia Daerah Atau Yang Dibayar 
Sendiri OJeh Wajib Pajak; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ~ 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Pcraturan Dacrah dan Pcraruran Kcpala Dacrah; 

15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kata Sibolga Tahun 2009 
Nomor 8); 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nornor 82 

Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049); 

l 0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nornor 140 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 

6. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lernbaran 
Negara Rcoublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran - , 
Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan 

T .embaran Neuara Nornor 4389t sebacairnana telah diubah denzan 1 Jndanu- -- - ·-- - - - · · · - -~----· - . ---- ·- - .,, ... i,;_-.·· ---·---· •. -- ··-·. . . "l_l ..... 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Peksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagairnana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor T9 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Ni,i1ior 4048); 



16. Subiek ... 

BAB! 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 
Dal am Peraturan W alikota ini yang dimak.sud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Sibolga, 
2. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugss ·pembanfuan detigim pfitts1p otoifomi seluas 
luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Waiikota adalah Walikota Sibolga. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan 

Pcrwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
Peraturan Daerah adalah peraturaf pefundang-u1idaiiga11 yai1g dibentuk oleh DPRD Kofa 
Sibolga dengan persetujuan bersama Walikota. 
Peraturan Walikota "-ialah Peraturan Walikota Sibolga. 
Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dueruh 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kora Sibolga. 
Baden adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, hadan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 
milik daerah (BUMD) dengan narna dan dalarn bentuk apa pun, firms, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, petsekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi roassa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lcmbaga dan bcntuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolcktif dan 
bentuk usaha tetap 

10. Pajak Dacrah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memal<:sa berifasarkttn Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat. 

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 

l ~. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yitflg ada di bawahnya di wilayah daerah, 
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 

dan/atau laut. 
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoieh 

dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, 
NJOP ditenrukan rnelalui perhandingan harga dengan objek lain yang sejenis. atau nilai 
perolehan baru, atau NJO? pengganti. 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN. 

PF.RATURAN WAUKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN Menetapkan: 

MEMUTUSKA.N: 

5. 

6. 
7. 

--rt 
8. 
9. 



32. Surat ... 

tagihan l)'a..)ak. dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 
30. Ut-:ing pajak adalah pajak yang masih harus dibayar tcm1asuk sanksi administratif bcrupa 

hunga. denda atau kcnaikan yang tercantum dalam surat ketetapan p~jak atau surat sejenisnya 
bcrdasark,m kctcntuan perat.uran pcnmdang-undangan. 

31. Sun,t Keputwsan Pembetulan adalah surat l<epufusan yang ineinbefolkan kesalahan folis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan daJam penerapan ketentuan tertentu dalarn peraturan 
perunda.1'lg-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Kcputusan 
Kcberatan. 

?9 .... 

27. Surat Ketetapan Pa]ak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, aJalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah krcdit 
pajak aim, pnjak 1idP11 terutang dan ridak ada kredit pajak. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adaluh surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalan 
surat ketetapan paiak yang menentukan besarnya jumlah pokok pujuk, jumlah kredit pajak, 
jumlah kckurangan pcrnbayaran pokok paiak. besarnya sanksi adrninistratif dan jumlah paiak 
vang masih harus dibayar. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjntnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan. 

16. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 
17. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajuk, yang rnernpunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

J 8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Iarnanya I (satu) tahun kalender, 
19. Pajak yang terutang a<lalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 

Tahun Pajak, atau dalarn Ragian Tahun Pajak sesuai dengan ketentnan peraturan penmdang 
undangan perpajakan daerah. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghirnpunan data objek dan subjek 
pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak scrta pengawasan pcnyctorannya. 

21. Surat Pernberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP. adalah surat yang 
digunakan o1ch Wajib Pajak unt:uk melaporkan data subjck dan objck Pajak Bumi clan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dcngan keientuan pcritfrtran penrndang-nndangan 
perpajakan daerah. 

22. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang 
digunakan untuk mernberirahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang terut.ang kepada Wajib Pajak. 

23. Surat Kctetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adidah bukti pefobayari:fr, atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan forrnulir atau telah dilakukan 
denaan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembavaran vang dituniuk oleh Walikota. 

- .. ... " ,I - •• 



/ 

tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 
4D. Tim Pernbahas udalah tirn yang dibentuk Walikota bertugas untuk rnembahas perbedaan antara 

Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil Pembahasan atas Tanggapan Wajib Pajak olch Tim 
Perneriksa Pajak, 

41 . Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
memhuat terang tindak pi~ana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

42. Tempat __ Pembayaran adalau Bank. Umum/Kas Umurn. Daerah yang ditunjuk oleh Walikota 
urwuk mcncrima pcrr.bayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Pcrkotaan. 

4'). Kas Umum Daerah adalah ternpat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 
Dacrah unruk mcnampung sclumh penerimaan dacrah dan digunakan untuk rnembayar scluruh 
pcngeluarnn dacrah. 

RAB!!. .. 

••• ( 
' I 
/· 

32. Surat Kenutusan Kebcratan adalah surat kenutusan atas keberatan terhadan Surat . . . 
Pemberitahuan Pajak Terurang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pernungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oieh Wajib Pajak. 

33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajuk 
terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan pernndang 
nndangan nerpajakan yang herlaku. 

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

35. Pcmcriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, ketcrangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pcmcriksaan untuk mcnguji kepatuhan pernenuhan kcwajiban perpajakan dacrah dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketet1foitit perafufan peruti(fat1g-t.1ndi111gHl'I 
perpajakan daerah. 

36. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pernbahasan yang 
dilakukan anrara Perneriksa Pajak dan Wajib Pajak aras temuan selarna perneriksaan, dan hasil 
bahasan temuan tersebut, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui oleh Waiib Pajak, 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak 
dan Wajib Pajak. 

3 7. KerUtS Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara friid dafi jelas yang diseJer1ggarakai\ oleh 
Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang diternpuh, pengujian yang dilakukan, 
bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan 
pelaksanaan perneriksaan. 

38. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, 
pcrhuatan. atau benda-bcnda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana 
sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian 
pada Negara/Daerah, 

39. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan 



Paragraf Z 
Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2 

Pasal 4 
(1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh Dinas baik secara massal maupun secara individual dengan 

menggunakan pcndekatan penilaian yang telah ditentukan. 
(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) digunakan sebagai dasar 

penentuan Nilai Jual Objek Pajak (1'--UOP). 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB-P2 

Paragraf 1 
Tat1 Cara Pendataan Objek PBB-P2 

Pasal 3 
(1) P,:nda1r1an (,bjek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Dirrns. 
(2) Pcndataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 

cara: 
a. Penyampaian dan pernantauan pengemba1ian SPOP; 
b. Identifikasi objek pajak; 
c. Vcrifikasi ct[-l.1a objck pajak: 

: d. Pengukuran bidang objek pajak. 

BABU 
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2 

Bagian Pertama 
Tata cara Pendaftaran Objek PBB-P2 

Pasal 2 
(1) Pendaftaran objek PBB-P2 barn, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan 

persyaratan sebagai oerikut: 
a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada 

Walikota melalui Dinas; 
h. Mcngisi SPOP, tcrmasuk LSPOP. dengan jelas, bcnar dan lcngkap; 
c. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-euma di Pernerintah Kota 

Sibolg&; 
d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam 

SPOP; 
e. Surat permohonan dan SPOP t.ermasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan 

huruf (b), ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hat ditandatangani 
cleh hukan subjek pajnk atan wajih pajak, hams dilarnpiri dengan Sumi Kuasa: 

f. Surat perrnohonan dim SPOP tennasuk LSPOP disampaikan kepada Dinas selambat 
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau 
kuasany.i; 

g. Melampirkan dokumen pendukung sebagai herikut: 
l. Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya; 
2. Fotocopy bukti kcpcmilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (scrtifikat/AJB) atau Surat 

Keterangan T anah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat; 
3. Fotocopy Izin Mcndirikan Bangunan (fMB) bagi yang merniliki bangunan; 
4. Fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NP\VP); 
5. Fotocopy SSJ>D BPH1'B; 

- , . 



Pasa! 10 
(1 .. \ I'embayaran pajak terutang melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dirnaksud 

dalarn Pasal 9 dapat dilakukan secara langsung ke ternpat pembayaran yang ditunjuk 
sehagaimana tercantum dalam SPPT/SKPDiSTPD. 

Pasal 9 
Pajak yang terutang dapat dibayar rnelalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota, atau melalui Petugas 
Pernungut. 

bulan. 

Pasal 5 
Penilaian massal sebagairnana dimaksud dalam Pasa14 ayat (l) dapat berupa: 
a. penilaian massa1 tanah; 
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DI3KB) objek 

pajak standar: 
c. Penilaian massal hangunan dengan menyusun DBKB ohjek pajak non standar. 

Pasal 6 
Penilaian secara individual sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa: 
a penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar; 
b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; 
c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penerbitan SPPT PBB-P2 

Pasal 7 
(1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 
(2 l Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan 

penandatanganen SPP'T PI3B-P2, rnaka penandatanganan SPPT PBD-P2 dapar diiakuknn 
dengan: 
a. Cap dan Tanda tangan basah. untuk kctetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah): 
b. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 2.000.000,~ (dua juta 

rupiah). 
(3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui : 

a. Pencetakan massal: 
b. Pencelak.an dalam rangka: 

l) Pembuatan saiinan SPPT PBB-P2; 
7) Penerhitan SPPT PRR-P?. sebagai tindak Ianjut alas keputusan keberaran. pengurnn~.an 

atau pembetulan; 
3) Tindak la,~ut pendaftaran objek pajak ham; clan 
4) Mutasi ohjek dan/atau subjek pajak. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pernbayaran PBB-P2 

Pasal 8 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang hams dilunasi selambat 

lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh 
wajib pajak. 

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus diJunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak 
tru1ggal diterimanya SKPDoleh wajib pajak. 

(3) Pajak~g-terutang yang pada saatjatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, 
djkenakan denda adrninistrasi sebesar 2% ( dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh 

/ .,...-tempo sarnpai dengan hari pernbayaran unruk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
-: 

/ 



c. Kartu tanda identitas pemohon (KTP/Sli\lf.); 
d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 
e. SITS PBB-P2 Tahun sebelumnya dan tahun berjalan bagi keperluan lainnya. 

{4) Dinas wajib rncnerbitkan salinan SPPT atau SKPD PBB-P2 paling lama 7 (tujuh) hari sctclah 
permohonan diterima paling banyak sampai salinan kedua dan diberikan secara cuma-curua. 

a. Surat Permohonan; 
b. Surat pengantar dari Lurah; 

P88-P2 

Bagian Keenam 
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD PBB-P2 

Pasal 13 
(1 'i Salinan SPPT ai.au SKPD fBB-P2 dapat diterbitkan untuk keperluan pembayaran PBB-P2 atau 

untuk keperluan lainnya. 

(2) Pembayaran dengan eek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan 
kliring. 

(3:, Wajib Pajak rnenerima STTS sebagai bukti relah me1unasi pernbayaran PBB-P2 dari Bank 
yang ditunjuk oleh Walikota. 

(4) Bank yang ditunjuk clch Walikota berkewajiban mengirimkan STTS kepada wajib pajak yang 
melakukan pembayaran PBR melalni kiriman uang/transfer. 

Pasal 11 
Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Wajib pajak menyetorkan pernbayaran PBB-P2 me1a1ui petugas pemungut; 
b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PB13-P2 dari Wajib Pajak sebagaimana 

dirnnksud r1ada huruf (a) menyetorkan ke Bank yang dirunjuk oleh Walikota paling lama I X ?4 
iarn: dan 

c. Wajih pajak menerima STTS sehagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah clan Tempat 
Pernbayaran melalui petugas pemungut. 

Bagian Kelima 
Tata cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB-P2 

Pasal 12 
(1 :i Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi 

scbagian/scluruhnya objck dan subjck PBB-P2. 
(2 \ Kelengkapan permohonan rnutasi objek dan subjek PBB·P2, meliputi : 

a. Surat permohonan mutasi; 
b. Bukti perolehan/pengalihan objek pajak; 

Bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya; 
Mengisi SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP); 
Fotocopy SSPD BPI-iTB: 
Fotocopy identitas kepemilikan KTP/STM; 
Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pen1anfaatan tanah (set1H1kai/Akte Jual Beli) atau 
Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat; 
Surat Pengantar dari Lurah; 
Surat Kuasa (apahila dikuasakan); 

(3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dun subjek PBB-P2 melalui penelitian 
kantor/lapangan dan penuangan dalam Betita Acara melalui proses pcmutakhiran data 
Geografis/Bidang. 

/ 
/ 

,/ 

F) Wt~i-il1··p~~jak dapat mengi~jukan permohonan penerhitan salinan SPPT atau SKPD 
.; /secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas. 

_/___-(3) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT atau SKPD P'R8-P2: 
/ 

/ 

c. 
-,,; ' d. \ 

e. 
f. 
g. 

h. 
!. 



h. tanggal stempel pos, dalarn hal Permohonan Pernbetulan disampaikan melalui pos dengan 
bukti pengiriman surat, 

- ~~ (2) Petugas pada Bida.ng Pendapatan melakukan penelitian persyaratan atas Permohomm 
Pembetulan yang diterima dengan menggunakan Lembur Penelitian Persyaratan. 

,, 

a. tanggal diterirnanya Permohonan Pembetulan, dalarn hal disampaikan secara langsung; 
atau 

(1) Penerirnaan Perrnohonan Pembetulan dan Penelitian Persyaratan diatur sebagai herikut: 
a. Permohonan pernbetulan diajukan kepada Dinas, baik secara langsung atau melalui pos 

dcngan bukti pcngiriman surat. 
h. Dalam ha! diajukan melalui Dinas, berkas Permohonan Pembetulan harus diteruskan ke 

Bidang Pendapatan dalam jangka waktu paling larila 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
tanggal penerimaan sur~t untuk selanjutnya dilakukan penelitian persyaratan. 

c. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk rnemproses Permohonan Pernbetulan 
adalah: 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 

Paragraf Pcrtama 
Pembetulan 

Pasal T 4 
(1 \ Wajih Pajak dapat meugajukan perrnohonan pernbetulan atas surat keputusan atau surat 

ketetapan PBB-P2. 
(2 i Perrnohonan pernbetulan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
pcrpajakan dapat dilakukan tcrhadap surat keputusan atau surat ketctapan meliputi: 
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); 
b, Surat Ketetapan Pajak PBR-P2 (SKP PBR-P2); 
c. Surat Tagihan Pajak PBB-P2 (STP PBB-P2); 
d. Surat Keputusan Pernberian Pengurangan PBB-P2; 
e.. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi; 
f. Surat Keputusan Pemoetulan; 
g. Surat Keputusan Keberaran: 
h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; 
1. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 

Adrninistrasi, Surat Kepntusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atan Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak 

(3 i Rua.ng lingkup pernbetulan meliputi pemberulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat 
rnanusiawi yang tidak mcngandung pcrsekongkolan antara fiskus dan \Vajib Pajak, yaitu : 
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, 

alamar Wajib Pajak, alamat. objck pajak PBB-P2. nomor surat kcputusan atau surat 
ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo 
pembayaran; 

b. kesalahan hitung, antara Jain kesalahan penjumlahan, pengurangan. perkalian. dan/atau 
pembagian suatu bilangan; dan/atau 

c. kekcliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara 
lain kekeliruan daiam penerapan tarif kekeliruan penerapan persentase Nilai Jual Kena 
Pajak (NJKP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), 
kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan 
kekeliruan penerapau sanksi administrasi. 

Pasal 15 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 



Beruuk Forrnulir dan Surat yang digunakan dalam proses pembetulan adalah: 
J -, Fonnulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembetulan PBB-P2 ditetapkan 

sebagaimana pada Lampiran I yang: merupak~ bagian tidak terpisahkan deri Peraturan 
Walikota ini. 

2. Surat Pernberitahuan Permohonan Pembetuian PBB-P2 Tidak Dipertirnbangkan diretapkan 
sebagaimana pada Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan 
Walikota ini. 

3. Surat Pcncrusan Pcrmohonan Pcmbetulan PDB-P2 ditetapkan sebagaimana pada Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikot.a ini . 

Pasal 18 

Pernbetulan Secara Jabatan diatur sebagai be1 ikut: 
1. Dalarn hal Dinas menemukan kesalahan, Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Pendapatan 

untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas. 
2. Bidang Pendapatan meiaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf (b). 
3. Menerbitkan dan mengirirnkan Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 16 huruf (c). 

.. .,.._ 

Penanganan Permohonan Pernbetulan yang Mernenuhi Persyaratan diatur sebagai berikut: 
(1 j I'erhadap Perrnohonan Pernbetulan yang telah rnernenuhi persyaratan, Kepala Dinas rnenugaskan 

Bidang Pendapatan untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas. 
(2) Pelaksanaan penelitiar dilakukan dengan ketentuan: 

a. petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas Permohonan Pembetulan dan 
apahila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan; 

h. dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala Hidang Pendapatan terlehih dahuln 
mernberitahukan sccara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib 
Pajak~ 

c. hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2. 
(3)Penerbitan dan pengiriman Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan: 

a. Surat Kepurusan Pemberulan PBB-P2 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Penelirian 
Pernbetulan PBB-P2; 

h. Surat Keputusan Pembctulan PBB-P2 dibuat rangkap 2 ( dua), yaitu: 
1) lembar kesatu untuk Wajib Pajak atau Lurah dalam hal Permohonan Pembetulan diajukan 

secara kolektif; 
2) lembar kedua untuk Dinas sebagai arsip; 

_...,:. (4) Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 
paling lama 1 (satu) bulan setelah terhitung sejak tanggal penerimaan surat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf c. 

(5) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, penyelesaian Permohonan 
Pem betu1an agar tidak menunggu batas walctu pelayanan. 

Pasal 17 

(3) Dalam hal Permohonan Pemhetulan tidak mernenuhi persyaratan, permohonan tersebut 
dianggap bukan sebagai Permohonan Pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan, dan kepada 
Wajib Pajak dlberitahukan secara tertulis dalam jaugka waktu paling lama l (satu) bulan 
tcrhitung sejak tanggal penerimaan surat scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c. 

Pasal 16 

)ir- 



Paragraf Kedua 
PcmbataJan 

Pasal 20 
SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar dapat dibatalkan karena ganda, ohjek pajak tidak ada, 
objek/suhjek dinyatakan batal demi hukum, ketetapan paiak yang tidak benar dan/atau 
penetapan sebagai wzjib pajak atas suatu objek pejak yang belum jelas diketahui wajib 
paiaknya, 

Pasal 21 
(1) Permohonan pemhatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, yang tidak henar 

diajukan secara p : rseorangan. 
(2) Disamping perm.ohonan secara perseorangan, permohonan pembataian SPPT dapai jug.a 

diajukan sccara kolcktif. 
{ 3) Persyaratan permohonan pembatalan SP Pf /SKPD PBB-P2 clan Sf PD antara lain: 

Mcngajukan permohonan disertai alasan yang jclas atas dan sebab pembatalan di atas 
segel/kerlas bermaterai; 
Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
a. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam ha! 

dikuasakan; 
b. Fotocopy Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya. 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo 

Pasal 22 
_.,(l) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB-P2 tahun berjalan, wajib pajak dapat 

mengajukan perrnohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo. 
(2) Permohonan penentuan kembaii tanggal jatuh tempo diajuk.an dengan dilengkapi persyaratan 

sebagai berikut : 
a. SPPT PBB-P2 yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti pcnerimaan; 
h. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
c. Fotocopy identitas Wajih Pajak atan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 

dikuasakan. 
d. Fotocopy Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya. 

(l )?emhetulan SPPT atau SKPO PRB-P2 tidak dapat dipertirnbangkan, apabila Wajih P~~jak 
pernah rnengajukan keberatan atas SPPT, SKPD atau STPD PRR-P2. 

(2 JProsedur penyelesaian Permohonan Pernbetulan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VTH 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

4. Surat Tugas penelitian atas Pennohonan Pernbetulan ditetapkan sebagairnana pada Lampiran 
rv a dan Surat Tugas penelitian secara jabatan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran IVb yang 
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

5. Dalam hal jumlah Permohonan Pembetulan PBB-P2 cukup banyak, bentuk Surat Tugas dapat 
discsuaikan guna menampung bcberapa permohonan sekaligus. 

6. Surat Pemheritahuan Penelitian di Lapangan Pemhetulan PBR ditetapkan sebagairnana pada 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

7. Formulir Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 atas Perrnohonan Pembetulan secara 
perseorangan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Vla, Laporan Hasil Penelitian Pembetulan 
PBB-P2 atas Permohonan Pernbetulan secara kolektif ditetapkan sebagaimana pada Larnpiran 
Vlb, clan Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB-P2 secara jabatan ditetapkan sebagaimana 
rada Lampiran Vlc yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Perarnran Walikota ini. 

Pasal 19 

~- 
I 

/ .·· 



Pasal 21 
(1) Tata cara pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangun:an sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 adalah sebagaimana Lampiran 111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikot.a ini 

(2) Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 
sehagairnana dimaksud dalam ayat (I) adalah sebagaimana Larnpiran IV yang rnerupakun 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(3! PBB-P2 ditagih berdasarkan STPD-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, SKPDT-PRB-P2. 
(4 l Walikota menunjuk Dmas unt:uk penagihan PBB-P2. 
(5) Dinas sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) berwenang rnenerbitkan: 

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 
Surat Pcrintah Penagihan Scketika dan Sekaligus; 
Surat Paksa; 
Surat Pcrintah Melaksanakan Penyitaan: 
Sumi Perintah Penyarxleraan; 
Surat Pencabutan Sita: 
Pengumuman Lelang; 
Surat Pcnemuan Harga Limit; 
Pembatalan Lelang; dan 
Surat Iain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak; 

Pasa! 26 
(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

yang tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
(3 ·) Pelaksanaan peuaginan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) dan 

ayat (2) dilakukan olch Kcpala Dinas. 

Pasal 24 
Pajak yang terutang berdasarkan STP PBB-P2 sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal l harus dilunasi 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP PBB oleh Wajib Pajak. 

Pasal 25 
(1) Tata cara penerbitan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana 

Lumpiran I yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
(2) Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan STP PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

dalnrn ayat (I) adalah sehagairnana Larnpiran rr yang rnerupakan hagian tidak terpisnhkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak 

. Pasal 23 
(1) Pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah Iewat jatuh tempo pembayaran 
ditagih dengan Surat Tagihan P~jHk Bumi clan Bangunan (STP PBB~P2). 

(2} Pelaksanaan penagihan PBB-P2 diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Dinas. 
(3) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atan kurang dihayar dalam STP PBR-P2 sehagairnana 

dimaksud dalam avat ( 1) ditambah denda administrasi sebesar 2% ( dua nersen) sebulan untuk .. .. ,, " .. " 

jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT 
atau SKP sampai dcngan tanggal pcmbayaran dan bagian dari bulan dihitung pcnuh l (satu) 
bu Ian. 

(4) Dalam hal terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atas banding Pajak 
Bumi dan Bangunan yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap 
selisih kurang bayar pajak yang terutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. r.\ h. 
i. 
J. 



Pasal 32 ... 

BAB III 
TA TA CARA PENGAruAN DAN PENYELESATAN KEBERAT AN 

Bagian Kesatu 
Aturan Umum 

Pasal 30 
(1) Untuk memherikan kepastian hukurn kepada wajih pajak dan terlaksanarrya asas keadilan 

dalam perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Pernberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT)/Surat Ketctapan Pajak Daerah (SK.PD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

(2) Kcbcratan dapat ditcrima scluruhnya atau sebagian apabila wajib pajak dapat mcmbuktikan 
alasan yuridis fiskal yang kuat bahwa SP Pf /SKP yang diterbitkan oleh Dinas tidak atau kurang 
scsuai dcngan data dan keadaan scbenamya, 

Pasal 31 
(I) Yang dimaksud keberatan PBB-P2 adalah : 

a. Dalarn hal Wajib Pajak rnerasa SPPT dan atau SKP tidak sesuai dengan keadaan 
sebenamya, yaitu: 
l ) Kesalahan luas objekbumi dan atau bangunan; 
2) Kesalahan klasifikasi objek bumi dan atau bangunan; 
3) Kesalahan penetapan/pengenaan 

b. Dalam hal terdapat ~rbedaan penafsiran Undang-uridarig antara Wajib _Pajak dengan 
Fiskus, antara lain : 
1) Penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak; 
2) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2. 

(2) Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang 
undangan pcrpajakan yang terdapat pada SPPT/SKP tidak rermasuk masalah kcbcratan. 

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewaiiban membayar pajak yang terutang. 

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung 
Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggaljatuh tempo pembayaran. 
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbirkan sebelum penerbitan Surat Paksa, 

Pasal 28 
Surat Paksa berkepala kata-katn "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETlJHANAN 
YANG MAHA ESA". mempunyai kekuatan eksekutoria' dan kedudukan hukum yang· sama 
dengan putnsan pe1w11dilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa diterbitkan apabila : 
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak: dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran 

atau Surat Peringat.an aiau surat lain yang sejenis sebaayak 3(tiga) kali; 
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan scbagaimana tercantum dalam keputusan 

persetujuan angsuran utau penundaan pembayaran pajak; atau 
c. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 

Bagian Kesepuluh 
Tata Cara Pernherian Informasi PBB-P2 

Pasal 29 
( l) U ntuk keburuhan informasi, waj ib pajak dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya 

melalui fungsi pclayanan pada Bidang Pendapatan secara cuma-cuma. 
(2) Kewajiban perpajakan meliputi print tunas tunggakan clan Surat Keterangan atas NJOP Bumi 

dan Bangunan. 

• (6) 
. 

(7) 

(1) 



Pasal 34 
(I) Pcngajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) huruf (a) dilakukan untuk setiap SPPT PRR dengan nilai nominal paling hanyak Rp. 
200.000,00 (dua ratuf: ribu rupiah). 

(2) Peng~iuan keberatan secara kolektif sehagaimana dimabmd dalam Pasal 33 ayat (2) huruf (a) 
di.lakukan scbagai bcrikut: 
a. diajukan sccara tcnuiis kcpada Walikota melalui Kcpala Dinas daJam Bahasa Indonesia di 

aias kertas segel/1-,emif'terni; 

Pasai j3 
(1) Pengajuan keberaran secara perorangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf 

(a) dilakukan sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertuli.s kepada Walikota melalui Kepala Dinas dalam Bahasa Indonesia di 

atas kertas segel/bermaterai; 
b, pengajuan stbagaimana dimaksud pada hu:ruf (a) dengan melan1phkan persyaratan sebagai 

berikut: 
I) Asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB 

PB8-P2 atau SKPDN PBB-P2 yang diajukan keberatan: 
2) Perhitungan jumlah PBB-P2 yang temtang menumt Wajih Pajak disertai dengan alasan 

yang mendukung pengajuan keberatannya, 
3) Bukti pembayaran PBB-P2 paling sedikit sej\]mlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 
4) Fotocopy idenritas Wajib Pajak· dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam ha! 

dikuasakan; 
5) Fotocopy bukti kepemilikan tanah; 

(...,,. n,..1,......, hnl surat keberata .... rl:+ ...... datanca .... : oleh ..• bukan 11,,..::b p..,;..,1.. ,.,,,,..1. .... 1-,..,,..,,.. dilarn .... ;l.; '-.I a.,uu.uu U(.U .::u.uu A\,., V UL.4..11;1 UJU.UI ~f.::,u..1a• - .. 'f'f U.J~:'- .& UJOl't..~ UJUI\.O lJ(.U\h'l """' JUI lfJl \ 

dengan: 
a. Surat kuasa khusus, untuk Waiib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih 

dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan; 
b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak 

~ p '> 0"" AQO 00 t dua iuta rupiah) .............. vv.v , ,...... JW. .,. • 

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek 
pajak hurni dan/atau bangunan stau nilai jual objek pajak humi dan/atau hangunan tidak 
sebagairnana rnestinya. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara : 
a. Pcrorangan atau kolcktif untuk SPPT PBB-P2; atau 
b. Perorangan untuk SKPb PB13-P2, SKPbKB PBB-f>2, SKPDKBi PBB-P2, SKPDLB f>BB 

P2, SKPDN PBB-P1. 
(3) Pengajuan Keberaran tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan 

pajak. 
(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal diterirnanya SPPT PBB-P2, SK.PD PBB-P?., SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT 
PlsB-P2, SKPDLls PBB-P2 atau SKPDN PfsB-P2 kecuaii apahila Wajih Pajak atau kuasanya 
dapat menunjukkan hahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya (force majeur). 

(5) Tanggal Penerimaan surar keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan 
adalah : 
a. Tanggal terima surat keberaran, dalarn hal disarnpaikan secara langsung oleh Wajih Pajak 

atau kuasanya kepada Dinas: atau 
b. Tanggal Landa pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat scbagai Landa bukti 

pcnerimaan Surat Kcbcratan. 

Pasal 32 
Bagian Kedua 

Pengajuan dan Penyelesaian Keberaran 



(J) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 37 humf a, Kepala Dinas dalam jangka waktn paling lama : 
a. 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dirnaksud 

dala.m Pasal 32 ayat (5) huruf (a) dalam hal penelnian dilaksanakan oleh Dines, disertai 

(1) Keputusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan herdasarkan hasil r;enelitian di 
Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. 

(2) Penelitian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya 
dituangkan dalam Iaporan basil penelitian. 

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis waktu 
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Bidang Pendapatan, 

Pasal 39 

Pasal 37 
Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, 
SK PDKBT PBB-P2, SKPDLR PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 diberikan oleh : 
a. Kepa\a Dinas, daiam hal jumlah PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima 

juta rupiah); 
b. Waiikota dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang Iebih dari Rp. 5.000.000,00 (Iima juta rupiah). 

Pasal 38 

Pasal 35 
(1) Pengajuan keberatan yang tidak rnemenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33 

atau Pasal 34, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 
(2) Dalam ha! pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 
penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), barns 
memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada: 
a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atair 
b. Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif 

(3) Dalam hal pengajuan keheratan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, 
sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 4). 

Pasal 36 
(1) Untuk keperluan pengaj uan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertul is 

,if#· mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Dinas. 
(2) Dinas harus mernberi kererangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak. surat permintaan Wajib 
Pajak diterima. 

(3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Diuas atas perrnintaan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 ti<lak menunda jangka waktu pengajuan Kebcratan sebagaimana 
dimaksud dalam Plli--l 33 ayat (2)_ 

b. pengajuan sebagairnana dimaksud pada huruf (a) dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut : 
l) Asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB 

PBB -PZatau SKPDN PBB-P2 yang diajukan keheratan; 
2) Penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan 

yang mendukung pengajuan keberatannya; 
3) Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 

dikuasakan; 
4) Fotocopy bukti kepernilikan tanah; 

·-·-· --····-··--------------- ----,---------·-----· .. ··-···--···-···-·-····- 



(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistratif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 43 
angka 1 dapat dilakukan terhadap sanksi adrninistratif yang tercantum dalam: 
a. STPD PBI3-P2; 
b. SKPD PBB-P2; 
c. SKPDKB PBB-P2; atau 
d. SKPDKBT PRR-P2. 

'f ,1likota atau Kepala Dfoas atas nama WaHkota kaieiia jabatari atau atas periliohohuh Wajib Pajak 
dapat: 
{ Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan 
'· kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesa1ahan \Vajib 

Pajak; dan/atau ·, 
2. Mcngurangkan atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB 

PRB-P2. SKPDKBT PBB-P2. SKPDLB PBB~P2, atau SKPDN PBB~P2, yang tidak henar. 

Pasal 44 

BAB IV 
TA'l"A CARA PF:NGURANGAN ATAU PENGHAPtJSAN SANKS! ADMINISTRATIF 

DAN PENGURANGAN ATAU PE1vH1ATALAN KETETAPAN 
Pasal 43 

Bentuk forrnulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB 
ditctapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal 42 

--#·. Daiarn jangka wakiu 12 [dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan aiasan tambahan atau 
penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan. 

Pasal 41 

PBB. SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, 
SKPDKHT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 baru bcrdasarkan kcputusan 
Keberatan tanpa rnengubah saat jatuh tempo pembayaran. 

(5) SPPT Pl3B-P2. SK.PD Pl3l3-P2, SKPDK.l3 PI3B-P2, SKl>DKBT PBB-P2, SKPDLB Pl3B-P2 
atau SKPON PRR-P2 barn sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) tidak bisi1 diajukan Keberatan. 

(1) Walikota atau Ker,ala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenanga1mya, hams rr,en,herikan 
keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jurnlah PBB-P2 yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu telah terlampaui dan keputusan helum diterbitkan, pengajuan Keberatan 
dianggap dikabulkan dan diterhitkan kepurusan sesuai dengan pengajuan Wajih Pajak dalarn 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyehabkan perubahan data dalam SPPT PB11-P2, SKPD 

Pasal 40 

.,.--- h. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerirnaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
32 ayat (5) huruf (b) dalam ha! penelitian dilaksanakan oleh Dinas, disertai laporan basil 
pcnelirian Keberatan, 

(2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 huruf (b), Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Kcbcratan kepada 
Walikota di.lam jangka waktu paling lama 10 (sepnluh) hari keria sejak tanggal penerirnaan 
surat Keheratan sehagaimana dlmaksud dafo:r11 Pasal 37 huruf (a). 



Pasal 45 
(1) Permohonan pcngurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 angka l harus memennbi persyaratan . 
a. 1 (satu) permohonan untuk I (satu) SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, 

SKPDKBT PBB-P2, atau SPPT PBB-P2; 
h. Diajukan secara tertulis dalam hahasa Indonesia dengan mencanturnkan besarnya sanksi 

administratif yang dimohonkan petigurahgaii atau penghapusan disertai alasan yang 
mendukung permohonannya; 

c. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas. 
d. Dilampiri fotocopy SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2. SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2 

atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 
c Wajib Pajak tidak mcngajukan kcberatan, mcngajukan kcberatan namun tidak dapat 

dipertimhangkan, atau mengaiukan keberatan kemudian mcncahut keberatannya, atas SKPD 
PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2, dalam hal yang diajukan 
permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum 
dalam SKPD PBB-P2. SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2; 

f. \\'ajib Pajak tidak mcngajukan kebcratan, mengajukan kcberatan namun tidak dapat 
dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT 
PBB-P2 atau SKPD PBB-P?. yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalarn hal yang diajukan 
permohonan pengnrangf n atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum 
dalam STPD PBB-P2; 

g. Wajih Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dihayar rnenjadi dasar 
penghitungan sanksi administratif yang tercanturn daJam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, 
SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBBYP2; dan 

h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1. Surat permohonan hams dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk: 

a) Wajib Pajak badan; alau 
h) Wajih Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi 

dasar penghitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp, 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah); 

P2, atau STPD PBB-P2; 
b. Terdapat ketidakbenaran atas: 

1) Nilai Pcrolehan Objek Pajak~ dan/atau 
2) Penalsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2, pada SKPDKB Prm-P2, 

SKPDKBT PRB-P2. SKPDLB PBB-P2. SKPDN PBB-P2, arau STPD PRR-P2. 
(3) Pernbatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT 

PBB-P2, SKPDLB PBJ3-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 43 angka 2 
dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, 
SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB--P2, SKPDN PBB-P2, tersebut seharusnya tidak 
ditcrbitkan. 

3) Penafsiran peraturan peii.1l1datlg-u11dar1gat-=t PBB-P2, pt~da SPPT PBB-P2~ SKPD PBB- 

(2) Pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PRB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPf)KBT 
PBB-P2. SKPDLB ?BB-.P2, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
angka 2 dapar dilakukan dalam hal : 
a. Tcrdapat ketidakbenaran atas : 

l ) Luas objek pajak bumi dan/atau bangunan; 
2) Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau hangunan; dan/atau 

- 
.Y 



Posal ,17 ... 

pada ayat ( l) huruf e dan huruf f. 
(3) Permohonan pcngurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STI.,D PBB-P2, SKPDKB PI3B-P2, 

SKPDKBT PBB-P2. SKPl,LB PBl3-P2, SKPDN PBB-i>2, yang tidak mernenuhi persyaratan 
scbagairnana dirnaksud pada ayat (l ), dianggap bukan sehagai permohonan sehingga tidak 
dapal dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberifahukah secara terlulis 
disertai alasan yang rnendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
permohonan tersebut diterima, 

Pasal 46 

(1) Perrnohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, 
SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
37 huruf b harus mernenuhi persyaratan : 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB 

P2. SKPDKRT PBB-P2. SKPDLB PBB-P2. SKPDN PBB-P2; 
b. Oiajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan 

yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; 
c. Diajukan kepada Kepala Dinas; 
d. Dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, 

SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan; 
e. Wajib Pajak tidak mengejukan keberatan atau mengajukan keheratan namun tidak dapat 

dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2, SK.PD PBB-P2., SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB 
P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan 
pengurangan adalah SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB 
P2, SKPDLB PBB-~2, atau SKPDN PBB; 

f. Wujib Pajak tidak mengajukun keberatan atau mengujukan keberatan namun tidak dapat 
dipcrtimbangkan, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBR-P2 yang tcrkait dengan STPn PBB 
P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB~P2; dan 

g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam bal surat petmohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut: 
I) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk: 

a) Wajib Pajak Badan; atau 
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih ban yak dari 

Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah); 
2) Surat permohonan hams dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp, 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
(2) Wajih Pajak yang mengajukan keheratan kemudian mencahut keheratannya tersebut, tidak 

tennasuk pengertian Wajih Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud 
\ 

2. Harns dilarnpiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang 
tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling 
banyak Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah). 

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), dianggap bukan sebagai permohonan 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan 
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung sejak permohonan tersebut diterima, 



Pasal 46 
(1) Pcngurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada wajib pajak atas PBB 

F2 yang terutang yang tercantum dalarn SPPT PBB-P2 dan/atau SK.PD PBB-P2. 
(2) Pl3l3-P2 tcrutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana climak:sud pada ayat ( l) 

udalah pokok pujak ditarnbah dengan denda administratif 
(3) Apabila Pe.igurangan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 47 yang telah diberikan pengurungan 

tidak dapat dimintakan pengurangan denda adii,inistratif. 
Pasal 49 

()) Pengurangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan berdasarkan pem,ohonan 
Wajib Pajak. 

(2) Pcrmohonan pcngurangan pajak tcrutang Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dapat diajukan secara : 
a. Pcrscorangan, untuk PBR-P2 yang tcmtang yang tcrcantum dalam SKPD PBB-P2; 

banjir. kckcringan. angin topan. tanah longsor dan bencana lainnya, 
?. Dalam hal objek pajak terkena sehah lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyuk it 

tanaman dan wabah hama tanaman, 

f) 

a) Objck Pftjak yang Wsjib Pajaknya orang pribadi veteran pejual"tg kemerdekaan, veteran 
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang. 

b) Objek Pajak berupa \ahan pertanian/perkebunan/perikamm/pelernak.an yang hasi\ny-,1 
sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rcndah dibcrikan 
pengurnngan sehesar paling tinggi 75% (rujuh puluh lima persen). 

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-muta 
berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan 
pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lirna persen). 

d) Ohjek Pajak yang Wajih Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga 
kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling ringgi 
75% (tujuh puluh Jirna person). 

e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang !'-li1ni 
Jual Objck Pajak (NJOP) per meter perseginya mcningkat akibat pcrubahan lingkungan 
dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% 
(tujuh puluh Hrna persen). 
Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah 
ditetapkan sebagai bangumm daniatau lingkungan cager budaya diberikan pengurangan 
sebesar 50% (Jima puluh persen). 

' Ohjek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalarni kcrugion dan 
kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat rnemenuhi kewajihan rutin 
diberikan pengura.ngan .st::hesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lii'ha perser't). 

b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itn sendiri 
diberikan penguranga.., sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi : 

I. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibarkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkun oleh alum antura lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 

;r Pasal 47 
Pernberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dapat diberikan 
kepada Wajib Pajak: 
a. Karena kondisi tertentu Objck Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau 

karcna scbab-scbab tcrtcntu Iainnya : 
l . Wajib Pajak Prihadi, meliputi : 



Pasal 5 l 
(1) Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu: 

a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2; 
b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal direrimanya SPKD PBB-1)2; 
c. 1 (satu) bulun terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2; 
d. 3 (tiga) oulan tcrhitung sejak tanggal terjadinya bcncana alarn; 
e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apahila 

Wajib Pajak dapat menunjukkan dalarn jangka waktn tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
kcadaan diluar kekuasaannya. 

(2) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang 
dimohonkan pengurangan, kecuali da1am ha1 objek pajak terkena bencana a1am atau sebab lain 
yang luar biasa. 

(3) Tidiik diajukan keberaran alas SPPT PBB-P2 arau SKPD P88-P2 yang dirnohonkan 
pengurangan. atau <lalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan 
dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding, 

Pasal 52 
(I l Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 angka ldan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB-P2, SK.PD PBB 
P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 dan SKPDN 
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3 ), dapat diajukan oleh Wajib Pajak 
paling banyak 2 (dua) kali. 

(2) Dalam ha! Wajib Pajak meng~tiukart permohonan kedua, permohortan tersebutharus diajukan 
dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengirirnan Sura! 
Keputusan atas permohonan yang pertama. 

(3 i Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1). 

(4J Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimhangkan clan kepada 
Wajib Pajak atau kuasa:nya diberhahuka:n secara tertulis clisei'tai alasan yafig hiet'tdasm·i dalaYri 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima. 

Pasal 53 
Dokurnen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan 
secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi : 
a. Wajib Pajak Pribadi. rneliputi : 

. ' 
i. Objek Pajak yang Wajib Paiaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela 

kernerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudarrya bempa : 
a) Fotocopy kartu. tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, 

pengcsahan dan penganugerahan gelar kehonnatan dari pejabat yang berwenang; 
b) Fotocopy bukli pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelurnnya; 

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sernata-mata bcrasal 
dPri pensiunan sehingga kewajihan membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa : 
a) Fotocopy sura' keputusan pensiun; 
b) Fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya; 
c) Fotocopy kartu keluarga; 
d) Fotocopy rekening listrik, air dan telepon; 
e) f otocopy bukti pd111~asan PBB-P2 talmn pajak sebelmrmya; 

I. 

Pasal 50 
-~ Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

49 ayat (2) harus mcmcnuhi persyaratan dan dokumcn pendukung sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 45 dan Pasal 46. 



dari pensiunan; 

1. Dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib · Pajaknya orang pribadi veteran . . 

pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, 
atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 
mt us jut a rupiah). 

2. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). yaitu : 
a) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/pcternakan yang hasilnya 

sangat terhatas yang Wajih Pajaknya orang pribadi yang herpengha s ilan rendah; 
b) Objek Pajak yang \Vajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-rnata berasal 

)00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
J>. Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal : 

3. Objek Pajak yang Wajih Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga 
kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa: 
a) Surat pernyaraan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak 

rendah; 
h) Fotocopy kartu keluarga: 
c) Fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon; 
d) Fotocopy bukti peiunasan PBB tahun pajak sebelumnya; 

4. Ohjek Pajak yang Wajih Pajsknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual 
objek pajak per meter persegi rneningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif 
pembangunan berupa : 
a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang mcnyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak 

rendah: 
b) Fotocopy SPPT PRB-P2 tahun scbelumnya; 
c) Folocopy kart ,, keluarga; 
d) Fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon; 
e) Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; 

J. Objek Pajak yang Wsjib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah 
ditctapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan 
sebagai cagar budaya. 

b. Wajih Pajak Badan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 48 angka 2, yang mengalami kerugian 
clan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebehuni1ya st:F1ingga tidak daptft memenuhi kewajiban rutin, 
herupa: 
I. Fotocopy laporan keuangan tahun sebe1umnya; 
2. Fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya; 
3. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pujak sebelumnya; 

Pasal 54 
Dokumen pendukung untuk pernohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan da!am hal 
obick pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa : 
1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana aiam atau 

sebab lain yang luar biasa; 
2. Surat keterangan yang mendukung alasan pernohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; 

Pasal 55 
Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana diiitukstid dahihi Pa~al 49 
ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung. 

Pasal 56 
Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan : 
a. Sebelum SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib 

Pajaknya orang pribadi veteran pcjuang kemcrdekaan, veteran pembcla kemerdekaan, pcnerirna 
tanda jasa hintang gerilya., atau janda/dudanya dengan PBB~P2 yang terntang paling banyak Rp. 

.~- 

-~- 



c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali 
apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setcmpat, pcngums organisasi terkait 
lainnya atau Lurah, dapat menurijukkan bahwa daiam j~1hgka wakfo lersebtlt lidak 
dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya. 

6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB -P2 yang dimohonkan pengurangan. 
Pasal 58 

(l i Dokumen pendukung untuk pennohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif olch 
pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya 
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b angka J poin a), berupa : 
a. Fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; 
h. Fotocopy bukti peluna<;an PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; 

, 
-~. 

Diajukan secara tertulis dalem Bahasa Indonesia dengan rnencarrtumkan besarnya persentase 
pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas: 
Diajukan kepada Walikota melalui: 
a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi 

terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
huruf h angka J; 

b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
huruf b angka 2 dan angka 3. 

4. Dilarnpiri fotocopy SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan; 
5. Diajukan dalam jangka waktu: 

a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2; 
b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tcrjadinya bcncana alam; 

selempat atau pengurus organisasi terkalt luiimya untuk fre,1gajuan permohonan; 
4. Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan; 
5. Tidak merniliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelurnnya atas objek pajak yang 

dimohonkan pengurangan. 
b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

huruf h. bcrupa: 
i. Satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB~P2 tahun pajak yang sama: 

.i. 

... 
Satu perrnohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama; 
Diajukan secara tertulis da1am Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase 
pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; 
Diajukan kepada Walikora melalui Pengurus Legiun Veteran Repubtik Indonesia (LVRi) 

i. 

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga 
kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; 

d) Objck Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang bcrpenghasila.n rendah yang Nilai 
Ju.al Objek Pajak: (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan 
dan dampak positif pernbangunan. 

3. Dengan PBB~P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
yaitu: 
a) Dalarn hal ohjek pajak terkena hencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; 

b) Dalam hal objck pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah 
penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman. 

Pasal 57 
Persyaralan permohonan pengurangan yang diajukan secara koleklif yailu : 
a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat 2 berupa: 

·~ 

),,,-- 



(5) Wajih Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak 
dapat lagi mengajul.an permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKP PRB yang sama, 

Pasal 61 
(J; Walikota atau Kcpala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan hams 
member suatu kcputnsan atas permohonan pengurangan, 

(2) Apabila jangka waklu sebagairnana dimaksud pada aya! (1) telah terlampaui dan keputusan 
belum diterhitkan, perrnohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan 
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 

Pasal 62 
Trmggal diterimanya permolionan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah : 

"- a. Tanggal tanda pengiriman surat pennohonan pengurangan, dalam hat disampaikan meialui pos 
dengan tanda bukti pengfriman surat; atau 

b. Tanggal terima surat pennohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajih 

Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau 
menolak permohonan Waiib Pajak. 
Kcputusan pcngurangan sebagaimane dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan hal 
penelitian di Dinas, dan apabila diperlukan dapat dilaniutkan dengan penelitan di lapangan, 
Penelitan sebagaimena dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya 
dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB. 
Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus 
ierlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pela.ksanaan penelitian di Iapangan 
kepada : 
a. Wajih Pajak atau kuasanya dalarn permohonan diajukan secara perseorangan; 
b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait Iainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan 

secara kolektif 

( 1 ) 

i~ (2) 

("' ., / 

(4) 

( ... ' _i I Dalarn ha} pcrmohonan pcngurangan tidak dipertimbangkan scbagairnana dimaksud pada ayat 
( 1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) h<tti kerja s":j1:1k 
tanggal perrnohonan tersebut diterima, harus memheritahukan secara tertulis disertai alasan 
yang mendasari kepada : 
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam ha1 pengajuan diajukan secara perseorangan; 
b. Pengurus L VRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam ha! 

permohonan diajukan secara kolektif. 
(4) Dalam hai pennohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masth dapat meng~jukan permohonan pengmangan keff1bali 
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 clan Pasal 53. 

Pasal 60 

( l ) Pt:i'il11>h1J11<111 pt:ugilrn11gCJ11 :st:C<:1ru pt;1c:-1t:un:111guu yun~ tidak 111c111c11ul,; persyaratan 8dmg1:t;111m11:1 

dirnaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dianggap hukan sehagai permohonan sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan. 

(2 l Pennohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi segaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 56 huruf b dianggap bukan scbagai pcnnohonan 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dokumen pendukung untuk pennohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 hurufb an~ka 3 poin b) berupa: 
a. Surut keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi 

terkait; 
h. Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-riap Wajih Pajak tahun pajak sebelumnya: 

Pasal 59 



------ -- -- -- 

Pasa.1 67 
(Ii Dalam hal pcngajuan !)er:nintaan pengurangan denda administratiftidak memenuhi pcrsyara{an 

sebagaimana dimakst:ci dalam Pasal 66 ayat (i ), Walikota dapat meminta kepada Wajib Pajak 
untuk mclengkapi b.:kurangan pcrsyaratan dimnksud. 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan. 
Permintaan pengurangan denda adrninistratif sehagaimana dirnaksnd pada ~yat ( l) h1mis 

discrtai dengan bukti !)endt!kurig. 
("' •, ., ) 

alassn yang jelas; 
e. Mclampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan olch 

Wajib Pajak kccnali permintaan yang diajukan secara kolektif; 
f Melunasi pokok pajak yang dirnintakan pengurangan denda administratif; 
g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahm1 sehelumnya dan belum kadaluwarsa rnenurnt 

ketentuan perpajakan yang berlaku; 
h. Pennintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau 

STPD PBB Tahun Pajak ·yang sama; 
1. Diajukan dalam jangkawaktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak: yang dimintakan 

pengurangun (fond a adrn inisrrati f. 
(2l Dalam hal Waiib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak 

Pasal 65 
(1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 64 ayat (1) 

dapat diajukan secara perseorangan a.tau kolektif. 
(2) Pcrmintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. i00.000,00 
(seratus ribu rupiah). 

(3 i Perrnintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagairnana dimaksud pada ay::il 

(I) diajukan kepada Walikota rnelalui Kepala Dinas. 
Pasal 66 

( 1 ) Permimaan pengorangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 65 ayat ( 1) 
-~ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, kecuali 
yang diajukan secara kolcktif 

b. Diajukan kepada Walikota 
c. Diajukan secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia; 
d. Menzemukakan besarnva persentase penzuranuan denda administratif yang diminta disertai 

i...,; • • .. - - - - 

(2) Denda adminisrratif sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) meliputi : 
(3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Waiib Pajak orang pribadi yang 

mengalarni kesulitan keuangan atau W~jih Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas. 

( "'' ., ) Bentuk Surat Pemberitahuan Peneliforn di lapangan :sebagaiinana dimaks-t,d d..:tlarn P~1strl Mi 
ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal 64 
(I:l Wa\ikota atas pcrmintaan Wajib Pajak dapat mcngurangkan dcnda atau sanksi administratif 

karena hal-hal terteruu, 

Pasal 63 
(1) Bentuk Keputusan V/alikota tentang Pengurnngan Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan 

Perkoraan secara perorangan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaar, Jan Perkotaan secara kolektif ditetapkan Iebih Ianjut oleh Kepala Dinas. 

(2) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) ditetapkan lebih hnju1 olch 
Kepala Dinas. 
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Pasal 70 
S11rat kuasa khusus scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c. bcrlaku untuk Wniih 
Pajak orang prihadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp, 5.000.000,00 (lirna juta rupiah) dan 

'- Wnjib Pajak badan. 

Pasal 69 
Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
66 ayat (3) untuk : 
a Wujib Pajak orang pribadi : 

1. Fotocopy SPPT PBB-P2/ SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2 yang dimintakan pcngurangan 
denda administratif; 

2. Fotocopy bukti pelnnasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun 
tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan!atau memanfaatkan objek 
pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; 

.i. Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurungan denda 
administatif; 

4. Foiocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyarakan hesarnya penghasilan dan/atau surat 
keterangan kesulitan keuangan dari Lurah. 

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif : 
1. Fotocopy SPPT/8KPD PBB-P2/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda 

adrninistratif; 
2. Fctocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebeunnnya atau bukti peluuasan tahuu 

tahun scbclumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau mcmanfaatkan objck 
pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun: 

3. Fotocopy bukti pclunasan pokok pajak tahun yang dirnintakan pengurangan denda 
adrninistratif; 

4. Surat keterangan kesulit~n keuangan dari Lurah. 
c. Wajib Pajak badan: 

l. f otocopy SPPT Pi3D-P2i SK.PD PBD-P2i STPD PDB-P2 yang dirnintakan pengurangan 
dcnda administratif; 

2. Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun 
tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek 
pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; 

3. Fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda 
administratif; 

4. Fotocopy laporan keuangan. 

),;,;,-- (2) Atas perrnintaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib 
Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalarn jangka waktu paling lama (I) 
bulan sejak tangga1 diterimanya pengajuan perrnintaan pengurangan denda adminisrratif olch 
Walikota. 

(3) Pcrmintaan pengurangan dcnda administratif yang tidak memcnuhi persyaratan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan telah meiampaui waktu 1 (satu) bulan sebagairnana 
dimaksud pads ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda 
adrninistratif sehingga tidal; dapat dipertimbangkan. 

Pasal 68 
Tcrhadap SPPT PBB-P'.2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang telah diajukan permintaan 
pengurangan denda administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda 
adrninistratif. 



Pasal 76 
( 1 ) Bcrdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana 

dirnaksud da}am Pasal ?4, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) buian sejak 
diterirnanya surat perrnohonan secara Iengkap, Kepala Dinas atas narna Walikota menerbitkan : 
a. SKPDLB PBB-P2. apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang 

seharusnya terutang: 
b. SPPT PBB-P2. apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya 

~~~~~~~-t_eru_tan~g=1;~- 

(~) Pcrhitungan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan dcngan 
pemindahbukuan. 

nama Wajib Pajak lain. 

BABV 
TATA CARA PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBA Y ARAN 
Pasal 73 

Kclcbihan pembayaran PI3B-P2 teijadi apabila: 
a. PRR-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; 
b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang. 

Pasal 74 
(1 .l Untuk rnemperoleh pengcrnbalian kelebihan pernbayaran PBB-P2, Wajih Pajak rnengajukan 

pennohonan secara terrulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas 
kepada Waiikora melalui Kepala Dinas. 

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 
untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti 
penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

· Pasal 75 
(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak. 
(2 l Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak a:ra51<:elebihan pernbayaran PBB-P2, kelebihan 

tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yan~ akan terutang atau dengan utang pajak mas 

Bentuk Keputusan Walikora mengenai : 
a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD 

PRB-P2; 
h. Pengurangan ketetapan PRR-P2 yang tidak benar atas SPPT PBR-P2 atan SKPD PRR-P2 atau 

STPD PBB-P2; 
c. Pernbatalan ketetapan F-"BB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PDB-P2 arau 

STPD PBB-P2; 
d. Pernbatalan ketetapan PBI3-P2 yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif; 
Ditctapkan lchih lanjut olch Kcpala Dinas. 

Pasal 71 
(l l Walikota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

ditcrimanya permintaan pengurangan denda administratif yang telah memenuhi pcrsyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1 ). 

(2) Kcputusan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mcngabulkan seluruhnya atau 
sehagian atau menolak pe.rmintaan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak 
memberi suatu keputusan rnaka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu 
keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak. 

(4 i Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada basil penelitian. 
Pasal 72 



BAB VII 
TAT A CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

YANG SUDAH KEDALUW ARSA 
Pasal 79 

(1 i Walikota dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah 
kedaluwarsa, 

(2; Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) dilakukan oleh Walikota 
berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas. 

(3 .J Pennohona.n penghapusau piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : 
a. Nama dan alamat wajib pajak; 
b. Jumlah piutang paiak; 
c. Tahun pajak: 
d. Alasan penghapusan piutang pajak. 

( 4 _) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(SPPT PBB-P2); 
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bruni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD 

PBB-P2); 
c. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Rumi den Rangunan Perdesaan clan Perkotaan (STPD 

PBB-P2); 
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan 

Perkotaan SKPDKB PBB-P2); 

BAB VI 
KEDALUWARSA 

Pasal 78 
(l) Hak untuk mclak.ukan pcnagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lirua) 

tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apahila Wajih Pajak melakuknn tindnk 
pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

(2; Kadaluwarsa penagihan pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau; 
b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a. kcdaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak. secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
Waiib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan helum 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

~- (5 l Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Pajak. 

c. SKPD PBB-P2: apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 
yang seharusnya terutang. 

(2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Walikota tidak 
memberikan keputusan, maka dalam waktu I (satu) bulan sejak berakhimya jangka waktu 
tersebut, Kcpala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SKPKP PBB-P2. 

Pasal 77 
Kelehihan pemhayaran P88-P2 yang rnasih tersisa dikembalikan dalam jangka wakru 1 (satu) hulan 
sejuk diterbitkannya SKPDLB PBB-P2 hasil pemeriksaan Dinas atas nama Walikota, 



(l) Dinas setiap akhir tahun takwin meny11sun daftar. usulan penghapusan piutang pajak 
berdasarkan Laporan Ha<;il Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. 

(2) Daftar usulan penghapman piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sctiap av,,al 
ta.hun berikutnya d~sur..paik,m kepada Kepa\a Dinas. 

(3') K.cpala Dinas menyampaikan daft.ar usulan penghapusan piutang pajak yang tdah ditditi 
kepada W.-ilikot,1. 

Piutang pajak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 79 hanya dapat. diusulkan untuk dihapus setelah 
adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dirnaksud da]am Pasal 80. 

Pasal 82 

Pasal 81 

(1) Untuk memastikan keadaan · wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 78, wajib dilakukan peneiuian 
sctcmpat atau pcnclitian adrninistrasi oleh Dinas yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil 
Pene!itian. 

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan 
wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besamya 
piutang pajak yar.g tidak Japat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. 

'! 

Pasal 80 

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Pe: kotaan (SKPDKBT PBB-P2); 

f. Surat Kcputusan Pernoctulan, Surat Kcputusan Kcbcratan dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang hams dibayar bertambah; atau 

g. Obyek pajak ycmg berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, 

(5) Piutang Pajak Wajih Pajak Orang Pribadi yang mennrut data tunggakan Pajak Bumi dan 
Rangunan yang tida« dapat atan tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: 
a. Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat diternukan atau rneninggal dunia 

dengan tidak. menmggaikan harta warisan dan tidak mempunyai ah.\i wans aiau ahli waris 
tidak dapat ditcmukan; 

~- Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mernpunyai harta kekayaan lagi; 
c. Tidak ditcmukan alamat pcmiliknya karcna objck pajak sudah tutup dan alih manajcmcn: 
d. Hak untuk rnelakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau 
e. Wajih p=jak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat 

diternukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau 
tidak dapat diteiusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana 
alam. kebakaran dan lain sebagainya; 

f. Sebab lain sesuai hasil penelitian. 
(6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Hangunan 

yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena : 
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, 

pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk rnelakukan pemberesan atau likuidator 
arnu kurator tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; 
c. Pcnagihan pajak sccara aktif telah dilaksanakan dengan pcnyarnpaian Salinan Surat Paksa 

kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik 
secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; 

d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau 
e. Sebab lain sesuai hasil penelitian, 

-~- 



Pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat {l) huruf b dapat dilaksanakan dengan 
Pemeriksaan Sederhana Kantor atau Pemeriksaan dengan korespondensi. 

( .... 
. i l 

(1, Ruang Lingkup Perneriksaan terdiri dari : 
a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak; 
b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Dinas. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dapat dilaksanakan dcngan 
Perneriksaan Lengkap atau Perneriksaan Sederhana Lapangan. 

Pasal 87 

(I ) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk : 
a. Menguj, keparuhan pernenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka mernberikan kepastian 

hukum, keadilan, clan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan 
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dapat dilakukan dalam hal : 

a. Menyampaikan Surat Pernberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah 
diberikan pengernbalian pendahuluan kelebihan pajak; 

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; 
c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan objek pajak. tetapi 

mclarnpaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Tcguran: 
d. Melakukan penggahungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau 
: . . 

e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 
analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pasal 86 

BABVH 
T.t..TA CARA PEMERJKSAAN 

Pasal 85 
(1 :· Waiikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

(2) Pelaksanaan kewenangsn sehagairnana dimaksud pada ayat (1 ), dilaksanakan oleh Kepala 
Dinas. 

Pasal 84 
(1) Berdasarkan perrnohonan penghapusan sebagairnana clirnaksud dalarn Pasal 80 ayat (S) chm 

ayat (6), Kepala Dinas dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 
500.000.000,00 (Iima ratus jura rupiah). 

(2) Pcnghapusan piutang pejak Wajib Pajak Badan scbagaimana dalam Pasal 80 ayat (6) yang 
besarnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota. 

.Y' (I) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usu] penghapusan piutang pajak adalah daftnr 
piut~ng pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan peneiitian 
seternpat atau penelitian adrninistrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak. 

(2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usu] penghapusan piutang pajak adaleh huku 
register usulan penghapusan piutang pajak. 

(3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih 
lanjut olch Kepala Dinas. 

Pasal 83 



(4) Apabila dalarn pelaksanaan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diternukan indikasi transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, dan/atau transaksi 
khusus Jain yang bcrindikasi adanya rckayasa transaksi keuangan, maka pclaksanaan 
Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. 

Pasal 88 
(1) Perneriksaan dengan kriteria sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, dilakukan 

dengan jenis Perneriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan .. 
(2) Pcrneriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. 
(3) Dalarn hal tcrtcntu, Perncriksaan dengan kriteria sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 86 ayat 

(2) hurut' h, huruf c, huruf d. dan huruf e, dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, 
Pasal 89 

(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling Lama 3 (tiga) bulan dan dapat 
diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak 
datang memenuhi surat panggilan dalam nmgka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal 
Laporan I-Iasil Pemeriksaan. 

(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalarn jangka waktu paling lama 4 (ernpat) bulan dan dapc11 
diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah 
Perneriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 

(3) Apahila dalam Perneriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan 
transfer pricing dan/atau transaksi khusus yang Jain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi 
keuangan yang memeriukau pengujian yang Iebih mendalam serta merneriukan waktu yang 
lcbih lama, Pcmeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun. 

(4) Dalam hal Pemerintah dilakukan berdasarkan kriteria sebagairnana dimaksud dalam Pasal 86 
ayat (2) huruf a, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ayat (2), dan 
aya; (J) harus mernperhatikan jungka waktu penyelesaian permohonan pengernbalian kelebihan 
pembuyaran pajak. 

Pasal 90 
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus 

dilaksanakan sesuai ..:engan standar Pemeriksaan. 
(2) Standar Perneriksaan sebugairnana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi stander umum, srandar 

peluksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan, 
Pasal 91 

(0 Standar umurn Perncriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan 
persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya. 

(2) Perneriksaan dilaksanakan oleh Perneriksa Pajak dengan kriteria: 
a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan 

'· 
sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; 

b . .lujur clan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan 
Negara; dan 

c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tennasuk taat terhadap 
batasan waktu yang ditetapkan. 

(3l Da\am hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan 
oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga ahli dari Dinas yang ditunjuk. oleh Walikota. 

Pasal 92 
Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus 
dilakukan sesuai standar pelaksanaan Perneriksaan, yaitu: 
a. Pelaksanaan Pemeriksaan harrn; didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan 

Pcmcriksaan. dan mendapat pengawasan yang seksama; 



b. Lapuran ... 

Kcgiatan Perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hams 
~ilnpnrbm dalarn hentuk Lapomn Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai srandar pelaporan ha:1il 
Pemeriksaan yaitu : 
a. i.aporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang \ingk.up atau pos-pos 

yang dipcriksa scsuai dengan tujuan Pemeriksaan, mcmuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang 
didukung temuan yang kuar tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan 
pcrundang-undangan pcrpajakan dan mcmuat pula pcngungkapan informasi lain yang rcrkait 
dengan Pemeriksaan. 

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan kewajihan perpajakan harus 
didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 
huruf i deugau memperh.atikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Kcrtas Kcrja Pcmcriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan bcrfungsi sebagai: 

l. Bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pe!aksanaan Pemeriksaan: 
Bahan dalam rnclakukan Pcrnbahasan Akhir Hasil Pcrncriksaan dcngan Wajib Pajak 
mengenai ternuan Pemeriksaan; 

.1. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 
4. Surnber data atau infonnasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh 

Wajib Pajak; dan 
5. Rcferensi untuk Pemcriksaan berikutnya. 

b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran rnengenai : 
I. Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan: 
) Ditta, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
]. Pengujian yang telah dilakukan; dan 
4. Simpu!an dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan, 

Pasal 94 

b. l.uas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus 

1ii,i-- c!ikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik 
sampling, dan pcngujian iainnya berkenaan dcngan Pemeriksaan; 

c. T emuan Pemeriksan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan 
li'tentrnm peraturan pcrundang-undangan perpajakan; 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, 
seorang ketua tim serta seorang atau lebih anggota tim; 

e. Tim Perneriksa Pajak sebagairnana dimaksud pada hurnf d dapat dibantu oleh seorang atau lehih 
yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 91 ayat (2), baik yang berasal dari Dinas maupun yang berasal dari instansi di luar 
Dinas yang tclah ditunjuk oleh Walikota scbagai tenaga ahli seperti pencrjemah bahasa, ahli di 
!,idang teknologi informasi. dan pengacara; 

f. Apabila dipcrlukan, Pemcriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan kcwajiban perpajakan 
dapat dilakukan secant bersarna-sama dengan tim pemeriksa dari instansi Jain; 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Dinas, ternpat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
Wsjib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh perneriksa 
Pajak; 

h. Pcmeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam 
kcrja: 

1. i)eiaksanaan Perneriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; 

Pasal 93 



g. Mengembalikan ... 

(1) Dalam hal Perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan "kewajiban perpajakan 
dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib : 
a. Menyarnpaikan pernberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Perneriksaan kepada 

Wajib Pajak; 
b, Mcmpcrlihatkan Tanda Pcngenal Pcmcriksa Pajak dan Surat Perintah Pcmeriksaan kcpada 

Wajih Pajak pada waktu melakukan Perneriksaan; 
c. Menjelaskan alassn dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak 

mengalami perubahan; 
e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
f. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan dalarn hatas wakru yang relah ditentukan: 
g. Melakukan pernbinaun kepada Wajib Pajak dalam rnemenuhi kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 
h. Mengernbalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pernbukuan atau 

pencatatan, dan dokumen Jainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak tanggal Laporan Hasii Pemeriksaan; dan 

1. Mcrahasiakan kepada pihak lain yang tidak bcrhak segala sc~uatu yang dikctahui atau 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Perneriksaan. 

(2 1 Daiam hal Pemeriksaan untuk mcnguji kepatuhan pemcnuhan kcwajiban pcrpajakan 
dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak waiib : 
a. Mernperlihatkan T anda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perinta.h Pemeriksaan kepada 

Wajib Pajak pada wektu Pemeriksaan; 
b. Menjelaskan alasan dal). tujuan Pen1eriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa; 
c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabiJa susunan tim Pemeriksa Pajak 

mengalami perubahan; . . ' . · 
d. Memberitahukan secara tertulis hasil Perneriksaan kepada Wajib Pajak: 
e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas 

waktu yang telah ditentukan; 
f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar 

pemenuhan kewujiban perpajakan dalam tahun-rahun selanjutnya dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peruturan perundang-undangan perpejakan; . 

Pasal 95 

#r- b. Laporan Hasil Perneriksaan untuk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara 
lain mengenai : 
l ) Penugasan Perneriksaan; 
2) Identitas Wujib Pajak; 
_i) Pcmbukuan atau pcncatatan Wajib Pajak: 
4) Pemenuhan kewsjiban perpajakan; 
5) Data/informasi yang tersedia; 
6) Buku dan dokumcn yang dipinjam; 
7) Materi yang diperiksa; 
8) Uraian hasil Pemeriksaan; 
1,) Ikhtisar hasil Perneriksaan; 

1 0) Penghitungan pajnk k:rnlang: 
l l ) Simpulan <lan usul Perneriksa Pajak. 



(1 J Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Perneriksa Pajak berwenang: 
a. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan, dan dokurnen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pejak; 

b. Mengakses dan/atau menguncluh data yang dikelola secara elektronik: 
c. Memasuki dan merneriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang 

diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat 
rnembcri pctunjuk tcntang penghasilan yang diperoleh, kcgiatan usaha, pckerjaan bebas 
Waiib Pajak, atau objek yang tcrutang pajak; 

d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Perneriksaan. antara 
lain berupa : 
I) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam rnengak ses 

Juiu yang dikclolu secara elektronik memeriukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 
2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau 

tidak hergerak; dan/arau 
3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalarn hal 

jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor 
Din as; 

e. Melakukan penyegelan ternpat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak; 

C Mcmin.a kctcrangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan 
g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 

hubungan dcngan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Dinas. 
(2} Dalarn hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

di laksanakan dengan jenis Perneriksaan Kantor, Perneriksa Pajak berwenang : 
a. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Dinas dengan menggunakan surat panggilan; 
b. Melihat dan/arau meminjam buku atau catatan, dokumen, yang menjadi dasar pcmbukuan 

atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

1..:. Meminta kepada Wajrb Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 
d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dariWajib Pajak; . . 

e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak; 
dan 

r. Merninta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
huhungan dcngan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kcpala Dinas. 

Pasal 97 
(1 l Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

d~ngan jenis Pemerik.saan Lapangan, Wajib Pajak berhak : 
a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak 

<lan Surat Perini.ah Pemeriksaan; 

Pasal 96 

g. Mengernbalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) had 
scjak tanggal Luporan 1 Iasi] Pcmeriksaan; dun 

h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau 
diberirahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Perneriksaan. 

,..,... 
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b. Meminta kepada Perneriksa Pajak untuk memberikan pernberitahuan secara tertulis 
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; 

c. Mcrninta kepada Pemcriksa Pajak untuk rnembcrikan penjelasan tentang alasan dan tujuan 
Pemeriksaan; 

d. Merninta kepada Pomeriksn Pajak unruk memperlihatkan Surat Tugas apahila sw:11m111 Tim 
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan: 

e. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 
· f. ~ v Ienghadiri Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan; 
g. Mengajukan. permohonan untuk dilaknkan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hai 

tcrdapat pcrbcdaan pcndapat antara Wajib Pajak dengan Pemcriksa Pajak dalam 
Pernbahasan Akhir Hasil Perneriksaan: clan 

h. Mcmbcrikan pcndapat atau pcnilaian atas pclaksanaan Pcmcriksaan olch Pcmcriksa Pajak 
melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan. 

(2 i Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak: 
a. Merninta kepada Perneriksa Pajak untuk rnemperliharkan Tanda Pengenal Perneriksa Pajak 

dan Surat Perintah Pemeriksaan; 
b. Merninta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan mjuan 

Perneriksaan; 
c. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan 

Pemeriksa Pajak rnengalarni pergantian; 
d. Menerirna Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 
e. Menghadiri Pernbahasan Akhir Hasi\ Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan; 
f Mcngajukan pcrmohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pcmbahas, dalam hal 

terdapat perhedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan 

g. Mernberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Perneriksa Pajak 
melalui pcngisian rormulir Kuesioner Pemeriksaan. 

Pasal 98 
( I ) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajih : 
a. Mernperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atan pencatatan, dan dokumen lain yang berhuhungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan behas Wajih Pajak, atau objek yang terutang pajak: 

b. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau rnengunduh data yang dikelola secara 
elektronik; 

c. Mcmbcrikan kescmpatan untuk mcmasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang 
bergerak dan/arau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk 
mcnyirnpan buku atau catatan, dokumcn yang menjadi dasar pcmbukuan atau pcncatatan, 
dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan yang 
dipero!eh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta 
meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; 

d. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara 1ain berupa: 
1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses 

data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahiian khusus; 
2. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau 

tidak bergerak: dan/atau 

,,-,;,,,-- . 



pcringaran sccara tcrtulis paling banyak 2 (dua) kali. 

3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal 
jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor 
Dinas. 

e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan 
f. Memberikan keterangan Iisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

(2·, Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakun 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 
a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan; 
b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen Iain termasuk data yang dikclola sccara 
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bcbas Wajib Pajak, atan objck yang terutang pajak; 

c. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 
d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemheritahuan Hasil Pemeriksaan: 
e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan 
f Memberikan keterangan lisan dan/atau terrulis yang diperlukan. 

BAB VIII 
PEMINJAMAN DOKUMEN 

Pasal 99 
(1) Dalam ha! Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan : 

a. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 
yang dipcrlukan dan dipcroleh/ditemukan pada saar pelaksanaan Pemcriksaan ditcmpat 
Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Perneriksa Pajak membuat bukti perninjaman. 

b. Dalam ha! buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik sorta 
keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/diternukan pada saat pelaksanaan 
Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat 
permintaan peminjaman. 

c. Buku, catatan, dckumen, termasuk data yang dike1o1a secara elektronik serta keterangan lain 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib cliserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 
I (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan 
kepa<la Wajih Pajak. 

(2) Dal am hal Perneriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor: 
a. Buku, catatan, dokurnen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 

yang diperlukan oleh Perneriksa Pajak, hams dicantumkan pada surat panggilan. 
b. Buku, catatan, dokurnen, terrnasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan 

luin sebagaimuna uimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada suat Wajib Pajak 
mcmcnuhi panggilan dan Pcmeriksa Pajak membuat bukti peminjaman. 

c. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 
keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi 
panggilan sebagaimanadimaksud pada huruf b, PemeriksaPajak membuat surat permintaan 
perninjaman. 

d. Buku, catatan, dokurncn, termasuk data yang dike1ola secara elektronik serta keterangan lain 
sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 
1 (satu) bulan ~:,;iak c-urnl panggilan sebagairnana dirnaksud pada huruf a yang mernua: 
permintaan perninjarnan diterima oleh Wajib Pajak. 

(:>) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 
~- keterangan lain helum dipenuhi dan jangka waktn 1 (satu) hulan sehagairnana dirnaksud pada 

ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Perneriksa Pajak dapat menyampaikan 
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Pasal 101 
(1) Dalam ha! Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekcrjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh 
pennintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) sehingga besarnya 
penghasila •. kena pajak tidak dapat dihitung, Perneriksa Pajak dapat menghitung penghasilan 
kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(2) Dalam hal Perneriksaan dilakukan terhadap Wajih Pajak badan dan Wajib Pajak tidak 
memenuhi sehagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
99 ayat (3) seningga besamya penghasilan kena pajak. tidak. dapat dihitung, Pemeriksa Pajak 
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Pasal 102 
(1) Dalarn hal Wajih Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 81 ayat 

(2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan sehubungan dengan peiaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak hams menandatangani 
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, 

(2) Dalam hal Wajib Pajak rnenolak menandatangani surat pemyataan penolakan Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J ), Pemeriksa Pajak membuat berira acara penolakan 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 

(3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Perneriksa Pajak dalarn rangka Perneriksaan 
Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Perneriksaan oleh 
Waj ib Pajak. 

(4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Waiib Pajak tidak ada ditempat, maka : 
a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mernpunyai 

kcwenangan untuk mewakiii Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam 
kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempaten 
berikutnya; 

b. Guna keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Perneriksaan 
Lapangan seoagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak dapat mdakukan 
penyegelan; 

c. Apabila pada saat Pcrncriksaan Lapangan dilanjutkan sctclah dilakukan pcnundaan 
sehagaimana dimaksud pada huruf a, W~jib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan 
tetap dilaksanakan dcngan tcrlcbih <lahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan 
untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan; 

Pasal 100 
(1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 

kererangan lain dari Wa jib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuar bukti peminjaman. 
(2) Dalam hal buku, catatan. dan dokumen yang dipinjam berupa fotocopy dan/atau data yang 

dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa hams membuat surat pernyataan bahwa 
fotocopy dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa 
Pajak adalah sesuai oengan aslinya. 

(3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud da]am Pasal 97 ayat (1) huruf c 
atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak. dipenuhi sebagian atau seluruhnya, 
Pemcriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut, 

(4) Dalarn hat huku, caratan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara clcktronik scrict 
keterangan Iain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengaiukan permintaan 
agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan 
ruangan khusus, 
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Pasal 106 
( J ) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hams 

diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan mernberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir 
dalam pembahasan akhir. 

(21 Pcmbcrltahuan hasil Pcmcriksaan kepnda Wajib Pajak scbagaimana diinaksud pad,1 ayat ( l) 
tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

(3) Surai Pemberitahuan Hac;il Pemeriksan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) beserta 
lampirannya disampaikan olch Pcmcriksa Pajak melalui kurir, faksmili, pos, atau jasa 

(4) Apabila Surat Peringatan T tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Perneriksa Pajak segera 
menyampaikan Surat Peringatan JI. 

(5') Apabila Surat Peringatan ll tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera 
membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga, 

Pasal 104 
(l) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui. Kepala Dinas dapat 

mcmanggil Wajib Pajak. 
(2'i Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ), dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan Wajih Pajak. 
Pasal 105 

(1 , Perneriksa Pajak melalui Kepala Dinas, dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang 
berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak 
ketiga secara tertulis. 

(2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat 
permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang. 

{3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pihak 
ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan I. 

r 

Pasal 103 
Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal \Vajib Pajak : 
a. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang 

hergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 
b. Tidak rnemberi bantuan gt.ma kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak rnemberikan 

kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak. 

d. Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang dirninta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud 
pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran Perneriksaan, pegawai Wajih Pajak 
tersebut harus mehandatangani surat pernyataan penolakau membantu kelancaran 
Pemeriksaan; 

e. Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan 
membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perncriksa Pajak 
membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani 
oleh Pemeriksa Pajak. 

(5) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita 
acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak 
dipenuhi panggilan Femeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pemyataan 
penolakan mcmbantu kclancaran Pemcriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d. 
atau herita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapsn pajak secara jabatan atau diusulkan 
Pemeriksaan Bukti Pcrmnlaan. 



Pasal 107 
(1) Apabila dalarn jangka waktu sehagaimana dirnaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajih Pajak 

menyampaikan surat tanggapan hasil Perneriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh 
hasii Perneriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Basil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak 
menggunakan tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dun berita 
acara Pcmbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Perneriksa Pajak 
dan Waiib Pajak. 

(2) Apahila dalam jangka waktu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak 
menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh 
hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan, Pemeriksa 
Pajak menggunakan surat tanggapan tcrscbut scbagai dasar untuk mcmbuat risalah pembahasan 
Jan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak 
menyampaikan snrat tanggapan basil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas 
sehagian atan seluruh hasil Perneriksaan dan hadir dalarn Pembahasan Akhir Hasil 
Perneriksaan, Pemeriksa Pajak rnenggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar unmk 
melakukan pembahasar, akhir dengan Wajib Pajak dan hesil pembahasannya dituangkan dalam 
risalah pembahasan dan bcrita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang 
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak. 

(4) Apabila dalam jangka wakru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak 
menyampaikan surar tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang keridakserujuan Mas 
sebagian atau seluruh hasil Perneriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil 
Perneriksaan, Perneriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk 
rnernbuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalarn Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) Wajib Pajak 
tidak mcnyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan, Perneriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak 
dalarn Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan, yang ditandatangani oleh Perneriksa Pajak. 

(6) Dalam ha! Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pcmcriksa 
I 

, Pajak telah membuat dan' menandatangani berita acarn ketidakhadiran Wajib Pajak dalarn 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan -sebagaimada dimaksud·:pada ayat (2), ayat ( 4),, atau ayat 
(5). Pcmbahasan Akhir HasiI Pemcriksaan dianggap telah dilaksanakan. 

(7) Dalam hat W~jih Pajak 'menoiak mcnandatangani herita acara Pembaha~an Akhir Hasil 
Pemeriksru.in sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat 
catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembaha<;an Akhir Hasil Pemeriksaan. 

(8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam 
Pcmbahasan Akhir Hasil Pcmcriksaan, \Vajib Pajak dapat mcngajukan pcm1intaan agar 
perbedaan tersebul dibahas dahulu oleh Tim Pembahas. 

(Q·i Hasil pemhahasan olch Tim Pemhahas ditmmgkan dafam risalah Tim Pemhahas yang 
merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan. 

(4) Wajib Pajak wajib mernberikan tanggapan tertulis atas Surat Pernberitahuan Hasil Pemeriksaan 
dan berhak hadir dalam Pernbahasan Akhir Hasil Pemetiksaan paling Jama : 
a. J (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Perneriksaan diterirna oleh Wajib Pajak 

untuk Pemeriksaan Kantor; 
b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak 

untuk Pemeriksaan Lapangan. 



Pasal 111 ... 

tersendiri ientang ketidakbenaran pengisian Surat Pember itahuan yang telah disampaikan 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

(? 1 Pengungkapan dulam laporan tersendiri tenrang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat O ), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak 
menyampaikan Surat Pernberitahuan Hasil Pemeriksaan. 
Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemheritahuan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (l) oleh Pemeriksa Pajak diperlukan sehagai tamhahan 
informasi. atau da\a dan menjadi baha11. pertimbangan bagi Pe1Y1eriksa Pajak sebciurn 
mcnyampaikan Sur~t Pe1:1bcritahuan Hasil PcmeriksaEn kcpada Wajib Pajak. 

(1 _) Walaupun telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Walikota belum rnenerbitkan surat 
ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan 

. :·· 

Pasal 110 

(11 Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Perneriksaan yang dilakukan tanpa : 
a. r'enyarnpaian Surat Pernberitanuan Hasil Pemeriksaan; atau 
b. Pembahasan Akhir Hasi] Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan 

permohonan Wajih Pa.!ak oleh Walikota. 
(2 l Daiam ha! dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), proses Pemeriksaan 

harus dilaniutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasil 
Perneriksaan dan/atau Pernbahasan Akhir Hasil Perneriksaan. 

(Jl Dalam hal pernbatalan dilakukan karena Perneriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat 
Pemberitahuau Hasi.l Perneriksaan, berdasarkan surat keputusan pembata\an Hasi \ Pemeriksaan. 
Pcmcriksa Pajak mclanjutkan Pemcriksaan dcngan mcmbcritahukan hasil Pemeriksaan kcpada 
Wajib Pajak dan melakukan pernbahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 dan Pasal 107. 

(J ) Risalah pernbahasan dan herita acara Pernbahasan Akhir Hasil Perneriksaan rnerupakan hagian 
yang tidak rerpisahkan dari Laporan Hasil Perneriksaan. 

(2) Pajak yang tennang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai 
dcngan Pembahasan Akhir Hasil Pcmcriksaan, kecua1i : 
a. Dalam ha! Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan 

tanggapan tcrtulis schagairnana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) atau ayar (4), pajak yr-mg 
terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib 
Pajak dengan mernperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak; 

b. Dalam ha! Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan 
tanggapan tertulis sebagairnana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5), pajak yang terutang 
dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada \Vajib Pajak. 

Pasal 109 

Pasal 108 

(l O)Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan 
kewajiban perpajak, .. 1 dengan jenis Perneriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) 
mmggu. 

(11 jJangka Waktu Pembahasan Akhir Basil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dengan jenis Perpajakan Lapangan hams diselesaikan paling lama ! 
(satu) bulan. 



---------- -- -- - 

BAB IX .. 

(1) Pemeriksaan Ulang hanya ~apat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Walikota. 
(2) Instruksi atau persetujuan Walikota untuk rnelaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan : 

\ 

a. Apabila terdapat data baru masuk data yang sernula belum terungkap; atau 
b. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dines. 

(3) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan 
Perncriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap 
kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan basil 
Pemeriksaan. 

sesuai dengan ketentuan yang ber1aku, apabila : 
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak di1anjutkan dengan penyidikan; 
b. Penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan. 
c. Ditcrirna putusan pengadilan yang telah mcmpunyai kckuatan hukum tctap yang 

menyatakan Wajib Pajak behas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 
(2) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), jangka waktu 

Perneriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1 ), ayat (2), clan ayat (3) 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

Pasal 113 

( .. , 
.) ; Dalam ha! usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l ) disetujui, 

pelaksanaan Pemeriksaa» dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir, 
kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak, penyelesaian Pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan : 
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan; 
b. Penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan; 
c. Dilerirnanya putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum retap yang 

menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala umtutan hukum. 

Pasal 112 
(1) Pemeriksan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dilanjutkan 

( 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila : 
a. Pada saat pelaksanaan Perneriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang 

perpajakan; 
b. Pada saat Wajib P~ja!._ badan diperiksa memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 101 ayat (2.}: atau 
c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan 

Pemeriksaan Kantor. menolak membantn kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l 02 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara 
jabatan. 

(2) Da1am hal Perneriksaan yang di1akukan rnerupakan Pemeriksaan sebagairnana dimaksud da/am 
Pasal 88 ayut (2), usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan hams memperhatikan jangka waktu 
pcnyclcsaian pcrmohonan pcngembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Pasal 111 



M. SYARFI HUTAURUK 

Ditetapkan di Sibolga 
?9 ()!(fobcrr 2012 

.GA, 

Pasal 115 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 114 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut 
oleh Kepala Dinas. 
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141. .,uMfu KAMAI( I I ~ IJ 42. l~~A;ll~::i(~2{ 11 I r ! 43. ~~Rs~:~1t~~~N(l I i"'i7 I 1_1 
. 0 BANG.UN AN PAl{KlR (JPB 12) ._ - : ' . ' ' - .. :. " .. " .. ' '. - I 144. TIPE~ANGUNAN 01. Tipe4 02. TlpeJ OJ. Tipe2 ' o4. Tip:e ~; .. • -.. ' : .·. 

D,~-':'Ke!as 3 ' : 0 4. "Kefa:s:4 . 
·37:_, LS RUANG LA_lN_DNG. _,,......~, ~I -1 ~1-1 
·. AC SENTRAL (M2) .' _-- ~- -- -- ~-~- 

···~ II'5KO/APOTIKlPASARIRUKO(lPB=4) . 
34. KELAS·B,\NGlJNAN O L:Keta.cri ·. 0 2. K~las2i:C : Qj)i<-etasJ>:· : ··••· . : . ·;·\:;:: < .. :: .·. 
O RUMAH s'.A.KlT I KUNIK (JPB~S) 

, 35.KELASiBANGUNAN nLKefas:1 D2.Kelas2.· ' . . 

j 36. LUASJ<M R ONG . . I I I IJJ 
! AC SENTRAL (M2) 

----------- ----. ------ .. --··- 



Keterangan: 
:: caret yang tidak pcrln 

l diisi t,:on(h "V" ni•d~ kolom 44v~" anabila persya .. atan ,a1· .......... ;,hi atau kolorn l'f;l,)I.. anabila li,b'k · .. ~, ·-··-- • 1--"<-- • ·• ··•• J - -F ~ -·~ -··- <,.. 1·-i::.: ..... - -·· ·• • ··-•-·· •1i--·"''" ........ 

dipenuhi 

• rrn 1:'i) NH . 

14) 12) .............................. , . 
NIP : 13) 

Petugas, . " '') 
Mengetahui 
Kcpala Seksi 

....................... , , . JO) 

I 4 I Dalam hal diaiukan secara perseorangan Ditandatarigani oleh Wajib I 
1 ; Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Surat Kuasa I 
l I khusus ·, I 
! I I I I Dalam lial diajuk,Hi &eca,-a kolel<.t.if; DitandatMgani oleh Lwal, 

· V. B.:.r<lasa1kan ~m:.lilia,, ~rsyaratan scbagaimana dimaksud pada angka romawi 1V, pcrmohunan 
pemberulan dimsksud mcmenuhiitidak memenuhi" persyarstan sehingga permohonan pemberulan 
dapat/tidak ·i dipertirnbangkan. 

! I . Pemenuhan 1- - - - ····, 
1, No :.· Uraian ~ Pcrsyarata:w ~:::-Lcran;~,111')i I 
! I I I i : 
I I I I I , 
1,-~ , i-------1 , l I Pcrmohonan diajukan sccara tcrtulis dalam bahasa Indonesia f I I ! disertai alasan yang mendukung permohonannya I I I I 
1 ') 1 Di · k k d P · 1 1 1 
! _ .J i~Jt'.'.~n- -=-~-=--~- e:t~-'-~'.__ L J_ __\ ·-- l 
j 3 I Dalam ha! diajukan secara perseorangan: ! j I I 

! 1 Satt! petmohomm untuk satu sumt keputusan!ketetapttn SPPT I 1 -+------i 
I l Oalarn hal diajukan secara kolektif I I i I Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang 1 i I 
1 I terutang untuk setiap Sf'PT Paling banyak Rp. l 00.000,00 I 1 1 

i l (seratus ribu Ru iah \ l I 

Tanggul 
Penelitian Persyaratan IV. 

Permohonan Pernbetulan Atas 
J . -z r • 'K 6) en1s Keputusan/ etetapan : ·. 

7) ....................................................................... 
II) ' .. ,,,,,,,,,,,,.,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, .. ,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,., 

IJl. 
S) ...................................................................... 
4) Nania 

Alarnat 

LEMBAR PENEUTIAN PER.SY ARA TAN 
PERMOHONAN PE.tvIBETULAN PBB 

I. Surat Permohonan Pembetulan 
N omor dan T anggai 1) 

i; Tnnggal Terima Surat ; u. u .. 

Nornor dan Tanggal Surat .J) 

I ! . Identitas Pernohon 

"Stiff . 

Pemungutan Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan Dan 
Perkotaan 

Peraturan Walikota Sibolua 
97?J I ?;,0/2-012- ~ 

: Tata Cara Pelaksanaan 

Lampiran IT: 
Nomor 
Tcntang 



Petunjuk Peagtsian Lampiran n 
: Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembetulan PBB 

: Diisi deugan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan PBB 

: Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pernbetulan PBB 

: Diisi dengan nama wajib pajak atau Lurah yang yang bersangkutan dalarn hal 

diajukan secara kolektif 

: Oiisi (:...:ngan narna pemohon atau narna Kelurahan clan Kecarnatan dalam hal 

diajukan secara kolektif 

: Diisi dengsn jenis surat keputusan atau surat keterapan PRR atau S:PPT dalam hal 

diajukan secara kolektif 

: Diisi dengan nomor Surat Keputusan atau Surat ketetapan PBB (tidak perlu diisi 

dalam hal diajukan secara kolcktif) 

: Diisi dengan tanggal Surat Keputusan atau Surat ketetapan PBB (tidak perlu diisi 

dalam hat diajukan secara kolektif) 

: Diisi dengan keterangan apabila pada kolom "tidak" diisi tanda "V" 

: Diisi dengan nama kota clan tanggal dibuatnya lernbar penelitian persyaratan, 

pernbetulan PBB 

: Diisi dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permohonan 

pernbetulan PBB 

: Diisi dengan nama kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 11 

: Diisi dengan NIP kepala seksi sebagaimana dirnaksud pada angka 11 

: Diisi dengan nama petugas yang meneliti persyararan pennohonan Pnn 
: Diisi dengan NTP petugas sebagairnana dimaksud pada angka J 4 

Angka l 

Angka 2 

Angka J 

Angka 4 

Angka 5 

Angka 6 

Angka 7 

Angka & 

Angka 9 

Angak 10 

Angka 11 ... 
Angka 12 

Angka 13 

Angka 14 

Angka 15 



c .. 
d. dst 
sehingga sesuai ketentuan pasal Peraturan Walikota Nomor tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pernungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, permohonan saudara tidak 
dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pembetuJan Saudara. 

-:t. 

b . 

Sehubungan dengan permohonan pembetulan Saudara melalui surat nomor 4.l 

tangg,al ~) ha! 6) yang, diterima tanggal 7) bersama 
ini disampaikan bahwa: 
I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor ........ tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peiuungutan Pajax Bumi Dan Bengunon Perdesaan Dall Perkotaar. Jiatur ba/1 wa. 
a. Pasal 15: 
(I) Penerimaan Permohouan Pembetulan dan Penelitian Persyaratan diatur sebagai berikur: 

a. Permohonan pembetulan diajukan kepada Dinas, baik secara langsung atau melalui pos 
dengan bu;...1i pengiriman surat. 

b. Dalam ha! diajukan melalui Dinas, berkas Permohonan Pembetulan hams diteruskan ke 
Bidang Peudapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
tanggal penerimaan surat untuk selanjutnya dilakukan penelitian persyaratan. 

c, Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar unruk memproses Permohonau Pembetulan 
adaiah: 

c. tanggal <literimanya. Permohonan Pemherulan, dalam hal disampaikan secara langsung: ata11 

d. tanggal stempel pos, dalam hal Pennohonan Pembetulan disampaikan melalui pos dengan 
bukti pengiriman surat. 

(2) Petugas pada Bidang Pendapatan melakukan penelitian persyaratan atas Permohonan 
Pembetulan yang diterima dengan menggunakan Lembar Peneiitian Persyaratan, 

(3) Dalam hal Permohonan Pembetulan tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut 
dianggap bukan sebagai Permohonan Pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan, dan kepada 
Wajib Pajak diberitahnkan secara 'tertulis dalam jangka waktu paling lama I (saru) bulan 
terhitung sejak tanggal penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c. 

b. berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal i S sehingga 
tidak dipertimbangkan. 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan 
Walikota Nomor .tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Perdesaan Dan Perkotaan, yaitu: 
a . 

') S,fat : Scgera 
l.ampiran : I (sam) herkas 
Hal : Pemberitahuan Pcrmchonan Pembetulan 

PBD Tiduk Dipenimbangkan 

Yth: 2) ..................................... Nomor 

I) 

PEMERrNTAH KOTA SfBOLGA 
DJNAS PENGElOlA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jalan S. Parman Ne. 62 Tfflp. (0631) 21244 
Sibolga 22523 

: Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan Pt~jak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaai, 

: Peratnran Walikota Sibolza .... T .ampiran TH 
Nomor 
Tentang 



-~ 

....... 

M. SYARFI HUTAURUK 

NIP, iii) 

R) 

Atas pcrhatian saudara diucapkan terimakasih, 

y· 3. Saudara rnasih dapat mengajukan permohonan pernbetulan dengan terlebih dahulu melengkapi 
persyaratan sebagaimana tersebut di atas, 



Angak 10 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan 

Angka 7 

Angka 8 

Angka 5 

Angka 6 

Angka4 

Angka 2 

Angka 3 

: Diisi dengan nomor surat pernberitahuan 

: Diisi dengan kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan 

: Diisi dengan nama waiib paiak atau Lurah yang yang bersangkutan dalam hal 

diajukan secara kolektif 

: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB 

: Diisi dengan tanggal surat permohonan pernbetulan PBB 

: Diisi dengan hal surat permohonan pembetulan 

: Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan 

: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat 

pemberitahuan 

Angka 9 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan 

Petunjuk Pengisian Lampiran Ill 

Angka 1 
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NIP._ u, 
12) 

II) 

i )emikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

Bersama ini diternskan perrnohonan tersebut mengingar kewenangan untuk rnernproses berada 
pada Walikota. Terlampir disampaikan berkas pennohonan pernbetulan tersebut beserta Lernbar 
f)enelirian persyararan pernberuian PBB unruk ditindaklanjuti. 

JO) 
• • & • • • i •••I• f •. I l •;;; l 5 • ~ f If• •• ft• ;. t f I• it ff ii•••'• t • f & • •. t. ft• ii ff t t I• 

9} 
.................. _ "" ".~'""'""" .. ,. 4 ,. - ,,,.,. . 

f!) ...................................................................................... 

. n " .. 
(,) ............................................................................................................................................ 

11. ldentitas Pernohon 
Nama 
Alamat 

I ll. Permohonan Pembetulan Atas 
Jenis Kepurusan/Ketetapan 
Nornor 
Tanggal 

. 3) . .. .. 
4) ................................................................ ··~· "" ,~ .. ,.,, .. 
5,} ............................................................................................ 

Nomor dan Tanggal 
Tanggal Terima Surat 
Nornor dan Tanda terima Surat 

",ehubungnn dengan diterirnanya permohonan pernbetulan sebagai berikut: 
l. Surat Perrnohonan Pernbetulan 

:-, i fat : Segera 
! .ampiran : l (satu) berkas 
I lal : Penerusan Permohonan Pembetulan 

PBB 

Sibolga, ,. : 11 

Yth: 
W aiikota Siooiga 
di 

Siholga 

1) . .. ~ . Nomor 

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA 
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jalan S. Parman No. 62 'T elp. (OS3i) 2i244 
SlboJ.ga 22523 

.,/1.,.. 
, 

. 
\ ".., r:.{~§!i7" 

: Tata Carn Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan 

Nomor 
Tentang 

Lampiran JV : Peraturan Walikota Sibolga 



Angka 11 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan 

Angka 12 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan 

6 Angak 13 : Diisi dengan NTP pejabat yang berwenang menandatangani surat penerusan 

Angka 9 

Angka 8 

Angka 7 

Angka 6 
Angka 5 

Angka4 

Angka 2 

Angka 3 

: Diisi dengan nomor surat penerusan 

: Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembetulan PBB 

: Diisi dengan tanggal diterimanya surat pennohonan pemhetulan PBB 

: Diisi dengar, nomor tanda terima surat permohonan pembetulan PBB 

: Diisi dengan narna wajib pajak atau Lurah yang bersangkutan dalam ha! diajukan 

secara kolektif. 

: Diisi dengan alamat pernohon atau nama kelurahan dan kecamatan yang 

bersangkutan dalam hal diajukan secara kolektif. 

: Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB, atau SPT dalarn hHI 

diajukan secara kolektif 

: Diisi der-gan nomor snrat keputusan atau surst ketetapan PRR, (tidak perln diisi 

dalam hal diajukan secure kolektif) 

Angka IO : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB, (tidak perlu diisi 

dalam hal diejukan secara kolektif) 

Petunjuk Pengisian Lampiran IV 

/vngka 1 : Diisi dengan tanggal dibuatnya surat penerusan 
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NJP iii; 

................................................................ 17) 

l{.,; 

15) 

,.,, ... , 
Dernikian untuk Jilal-- -unakan dengan penuh tanggungjawab, 

tanuual ~-o sampai tanggal mulai 
I " ,.:,) i"'!"'. .. , nomor tanggal II) 10) 

9) ........................................................................... 
8) ...................................................................... 

Atas 

Dari: 
Nama 
Alamat 

l Jntuk mclaksanakan penciitian atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan rnelalui surat 
. 6) Nomor : · 

Tanggal : x , .. , .. , ..................••......... ii 

5) ......................................... ,\·· .. - , -,-- ,- . 
11) ............................................................................................. 

3} ..................................................................................................... 
2} 

• ••••••••• •••••••••••«••,,•«•,••«« .. •4'<•••««••·••"'''"'""""""""'"«•<,•••<••"•••"o"••·•••"<••••«• 

5) ............................................................................................... 

2) ............................................................................................ 
3) 

I lllll·IIIIOlillfllfflllollllfllllflflflfllllflllllllllllflllllllllllflllllllllftlflflllllll 

d) ..... ., ., .. 

2. Nama 
NIP 
Pangkni/Golongan 
Jabatan 

NIP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 

l , Narna 

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pembetulan PBB dengan ini ditugaskan kepada: 

SURATTUGAS 
l) 

Nomor :."····-····"········· 

PEMERJNTAH KOTA SIBOLGA 
DINAS PENGElOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jalan S. Parman No. 62 Telp. {0631) 21244 
Sibolga 22523 

T .arnpiran TY a : 
Nomor 
Ten tang 

Peratnran Walikota Sibolga 
977:J I :,o I 2-011- 

: Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan 



: Diisi dengan alamat pemohon atau nama kelurahan dan kecamatan yang 

be: .angkutan dalam hal diajukan secara kolektif 

: Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB, atau SPT dalam 

hal diajukan secara kolektif 
: Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB, (tidak perlu diisi 

dalam hal diajukan secara kolektif) 

: Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB, (tidak perlu 

diisi dalam hal diajukan secara kolektif) 

: Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian 

: Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian 

: Diisi dengan tanggal surat tugas diterbitkan 

: Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat 

tug as 

: Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas 

: Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas 

Angka I 
Angka2 

Angka 3 

Angka 4 

Angka .5 

Anoka 6 .., 

Angka 7 

. Angka & 

Angka 9 

Angka 10 

Angka 11 

Angka 12 

~ 
Angka 13 

Angka 14 

Angka 15 

Angka 16 

Angka 17 

Angak 18 

Petunjuk Pengisian Lampiran IVa 

: Diisi dengan nomor surat tugas 
: Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk 

: Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk 

: Diisi dzngan Pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk 

: Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk 

: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB 

: Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan PBB 

: Diisi dengan nama wajib pajak atau Lurah yang bersangkutan dalam hal 

diajukan secara kolektif 



M. SYARFI HUTAURUK 

GA, 

NIP 151 

14) 

IJ) 

I~) 

Dernikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

nomor 
tanggal 

7) 

6) . . ., ., ., ., . 

J) 
................... >" · .,.,. - ,..4;1,i,..,., .,.,.., ,,+ •1,1,.,;·••••v · ,.,.- · .,.,. - v -· •••••- - ••· ••·• 

1J ............................................................................................. 
5) 

. ··························································································· 

6) 
• • ••• <H,1t•••• ••• .,,._ ., • ..- ., \- .. ., .,..,.,-_. __. _..,...,._..,. _. ., .,,..+..-•;..,. . 

3) 
.. ,. ,. " :. ~ .. 

4) .................................................................................................................... 
.S) ............................................................................................... 

1. Nama 
NiP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 

l , Narna 
NIP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 

Untuk mela..sanakan penelitian atas .. 
....................................... &) tanggal 9) mulai 
....................................... Hi} sampai tanggal 11)_ 

. 1) Sehubungan dengan ~ dalam rangka pembetulan seeara jabatan surat keputusan 
arau surat ketetapan PBB dengan ini ditugaskan kepada: 

SURATTUGAS 
Nomor : 1) 

PEMERINTAH KOT A SIBOLGA 
DINAS PENGE!.OL4 KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jalan S. Parman No. 62 l'elp. (0631) 21244 
Sibofga 22523 

Lampiran TVh : Perarnran Walikora Siholga 
Nomor : 973/w/z.orz- 
Tentang : Tata Cam Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan 

·- .. ·---···------------------------~ 

t,i\ 
~-~? 

Jr 



Petunjuk Pengisiaa Lampiran IVh 

A ngka 1 : Di isi dengan nomor surat tugas 

Angka 2 : Diisi dengan alasan dilakukannya pernbetulan secara jabatan 

Angka 3 : Diisi dengan nama petugas peneliti yang ditunjuk 

Angka 4 : Diisi dengan NIP petugas peneliti yang ditunjuk 

Angka 5 : Diisi dengan Pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk 

Angka 6 : Diisi dengan jabatan petugas peneliti yang ditunjuk 

Angka 7 : Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBI3 

A ngka 8 : Diisi dengan nmnor surat kepntusan atan snrat ketetapan PBB 

Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan PBB 

Angka 10 : Diisi dengan tanggal rnulai tugas penelitian 

Angka 11 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian 

Angka 12 : Diisi dengan tanggal surat tugas diterbitkan 

Angka 13 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani 

surat tugas 

Angka 14 : Diisi dengan narna pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas 

Angak 15 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas 



M. SYARFI HUTAURUK 

12) NIP · 
.... _,_,,.,._,_,_, __ ,,.,., .. _._.,,,.,_,,,,,, .. ,,,,.,_,,,,.,_,,,, .. ,,.,. 

!!) 

!()) 

9) 

d dst 

Dernikian untuk mendapat perhatian dari Saudara, 

c . 

h . 

g) a. . , , , ~ , . 

!ain: 

J. Saudara diminta bantuannya untuk menyiapkan dokumen/bukti pendukung perrnohonan antara 

tanggal 5) atas c.,, ••• ; •• 6) dengan ini diberitahukan 

r· • • • · h b · • PBB S d · 4> -cnunungan uengan surm pcrmo onan pem emtan . au ara nomor · 

: Pemberitahuan Penelitian Lapangan 
Pembetulan ?BB 

! la! 

" ~) 

Sibolga, 1> 

Yth: N 2) 
! 011101' .. 

Sifat : Segera 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

PEMERINT AH KOTA SIBOLGA 
DtNAS PENGELOlA KEUANGAN DAN ASET OAERAH 

Jalan S. Parman No. 62 Tetp. {06l1l 2124~ 
Sibofga 22523 

: Peraturan Walikora Sibolga 
: 97?/30/ 2012- 
: Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan 

Larnpiran V 
Nomor 
Tentang 

bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal i} dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

,~ \. Saudara dirnima nadir di iokasi tanah/bangunan terkan; 

'2. Dalam hat saudara berhalangan, Saudara diminta menunjuk kuasa secara tertulis di atas 

meterai; 



.-~ 

Angka 9 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat 

pem beritahuan 

Angka 10 : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas 

Angka 11 : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas 

: Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB atau SPPT dalam hal 

diaiukan secara kolektif 

Angka 7 : Diisi dengan hari dan tanggal penelitian di lapangan 
Angka 8 : Diisi dengan jenis dokumen/bukti pendukung terkait 

: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB 
: Diisi tanenal surat nermohonan nembetulan PHH ~ . .. 

Angka 4 

Angka S 

Angka 6 

Petunjuk Pengistan Lampiran V 

Angka 1 : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan 
Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberit.ahuan 
Angka 3 : Diisi deagan nama wajib pajak atau Lurah yang bersangkutan dalam hal diajukan 

secara kolektif. 



, 14) ................................................................... 
I. NOP 
2. Alamat Objek Pajak 
3. Tahun Paiak : 15> 

4 Jenis Surat Kcputusan/Kctetapan · ; 1<,) 
t7) 5. Nomor Surat Keputusan/Ketetapan . 

6. T anggal Surat Keputusan/Ketetapan 18) 

ii. DASAR HUKUM 
1. Pasal 16 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagairnana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007. · 

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
dan Kewajiban Ferpajakan Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali 
dei.gan Undang-Undang Nomor 28 Tahuni2007. 

3. Peraturan Menteri · Keuangan .Nornor 19/,PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan 
Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeiiruan Penerapan Ketentuan tertentu 
dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. · 

4. Peraturan Direktur'Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan 
Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu 
Dalam Peraturan Pcrundang-Undangan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolchan 
Hak Atas Tanah Dan Bangunan: 

UL Hasil Penelitian: 
l . Penelitian. Kantor 

t:\) .. .,.,, ...... , .. .,., . ., ... , .... ,.,-: .. .,. ..... ,.,, ........ ,--,---·· 

Melalui surat nomor 8) tanggal 9> 
• • • JO) be d k nd . yang oitenma .. . . . .. . . . .. .. . .. . .... .. .. ....... ... .. .. . .. . .. r asar an ta a tenma surat nomor 

................................................. 
1 
l) tanggal 12) , dengan ura1an 

sebagai berikut: 
r. UMUM 

6) ................................................... 
7) . ················································· Alamat 

Berdasarkan Surat Tugas nornor 2) tanggal 3l 

tel ah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ·i) 

sarnpai dengan tanggal 5) atas permohonan pembetulan PBB yang 
diajukan Wajib Pajak: 

Nama 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 
PEMBETULAN PBB SECARA PERSEORANGAN 

Nornor: J) 

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA 
DINAS PENGEtOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jatan S. Parman No. 62 Telp. (0631) 212.M 
Sibolga 22523 

: Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan 

Ten tang 

Lampiran VIa: Peramran Walikota Sibolga 
Nomor 9T3h:,o/2011- 

~-- 



M. SYARFI HUTAURUK 

NIP 3c;) NlP 27' NIP 14i 

.................. ~ ;,, . ·.·····--···············"'·••····,t······· 
;l.'J) 2(>) 

21!) 25) 

NIP 2"1> NIP 2ij 

20) 20) 

r<"b. l jO\ .:')l 01ga, ••••••••••••••••···• I 

Pctugas Pcneliti 1 Pctugas Pencliti II 

2. Usu! 

1. Kcsimpulan 

TV. KESIMPULAN DAN USUL 

...... ,; • ,i,; •••••••• ,i ~.'" •••••••••• ,i.,; ,i ,i •••• ,i.". ,i ,; ,i,; ,i. ,i,;. ',; ,;",; ,j ,i .. ,; .. ,;,; -I ,i., ",; ,i,; ,i,; , • .; ••• .; ,j,;.,;,;,;,;.,;,; .. ,i,;.;,; .,. ,i .. ,i .. ,i" •• ,i.;. ,i,;,; .. ",; ,i,;. ,i ,j ",i,; .. 

2. Penelitian Lapangan 

·- ············----- _ 

r: 



Petunjuk Pengisian Lampiran Vla 

Angka 1 : Diisi dengan nornor laporan Hasil Penelitian Pcmbetulan PBB 
Angka 2 : Dii.,i dengan uornor surat tugas 
Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat tugas 
Angka 4 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian 
Angka 5 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian 
Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak 
Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak 
Angka 8 : Diisi dengzn nomor surat permohonan pernbetulan PBB 
Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan PBB 
Angka 10 : Diis] dengan Dinas 
Angka 1 ! : Diisi dengan nornor tanda rerirna surat perrnohonan pernbetulan PBB 
Angka 12 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pembetulan PBB 
.:\ngkn J J : Diisi dengan Nomor Objek Pajak 
Angka I 4 : Diisi dengan alamat objek pajak yang diajukan pembetulan PBB 
Angka I 5 : Diisi dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi apabila permohonan pembetulan 

diajuka1i atas surat keputusan PBB) 
Angka 16 : Diisi dengan jenis surat keputusan atau ketetapan PBB 
Angka 17 : Diisi dengan nomor surat keputusan atan ketetapan PBB 
Angka 18 : Diisi dengan tanggal surat keputusan a.tau ketetapan PBB 
Angka 19 : Diisi dcngau tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian PBB 
Angka 20 : Diisi dcngan nama petugas peneliti permohonan pcrnbetulan .PBB 
Angka 21 : Diisi dengan NiP petugas peneliti pennohonan pembetulan PBB 
Angka 22 : Diisi dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permohonan 

pernbetulan PB8 
Angka 23 : Diisi dengan nama kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 22 

+- Angka 24 : Diisi dengan NIP kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 22 
Angka 25 : Untuk Pengisian di tingkat Dinas 

Diisi dengan nama jabatan eselon ITI yang bertanggungjawab menveleseikan 
permohonan pernbctulan PBB 

Angak 26 : Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 25 
Angak 27 : Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 25 
Angka 28 : Untuk Pcngisian di tingkat Walikota 

Diisi dengan nama jabatan eselon 1l yang bertanggungjawab menyelesaikan 
pcrmohonan pembetulan PBB 

Angak 29 : Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 28 
Angak 30 : Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dirnaksud pada angka 28 



----------------- 

Hasil penelitian untuk rnasing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam 
kolom 7 lampirn.n Laporan Hasil Pene1itian Pembetulan PBB ini 

Berdasnrkan S ...... t Tuaas nomor 2) tanggsl 3) 
""1,+t.t~t4J .,. • \.fJt+ •eu1 t .a .,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ml ~'"" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 

telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 4) 
. ~) 

sampai dengan tanggal : aras permohonan pembetulan PBB yang 
diajukan ssccara kolektif oleh: 

Lurah 6) 

Alamai 1) 

Scjumlah : SPPT 
Melalui surat nomor &) ranggal 9) 

di . lO) b d k d . yang iterima er asar an tan a terima surat nomor 
................................................. 

11) tanggal 12> , dengan uraian 
sebagai berikut: 

I. UMUM 
Data waiib paiak dan obiek paiak adalah sebagaimana tercantum dalam kolomz, kolom 3, 
ko1om 4, dan kolorn 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini. 

11. DASAk HUKUM 

l. Pasal lo Undang-Undang nomor 6 Tamm 1993 iemang Keternuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagairnana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun2007. 

2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang 
Ketentuan Umum "dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemberulan 
Kcsalahan Tulis. Kcsalahan Hitung, dan/atau Kckcliruan Pcncrapan Ketcntuan tcrtcntu 
dalam Peraturan Perundang-uridangan Perpaiakan. 

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor;PER-37/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan 
Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu 
Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bu.mi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah o:an Bangunan. 

IlI. HASIL PENELITIAN.: 

LAPORAN HASIL PENEUTlAN 
PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF 

Norn or: 1) 

PEMERINT AH KOTA SIBOLGA 
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jalan s. Parman No. 62 Telp. (0631} 21244 
Slbofga· 22523 

Pernunguran Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perk.otaan 

: Tata Cara.Pelaksanaau Tentang 

Lampiran Vlb: Peraturan Walikota Sibolga 
Nomor : 97?;/30/2-012- 



M. SYARFI HUTAURUK 

· I Wa_iib Paiak I Objek Paiak Permohonan Hasil [ Kesimpulan : N<' [___ l1 I ~ I ! j Nama I -A-la_m_a_t_1--N-o·-P--~!-A-la_m_a_t__, Pembemtan Penelitian ! dan Usul I 
;---1-------.1-----+,--- ' i---6---1-----t-- ,, I 
~! _1_·~1;...-_~_2 , s~·~rl~~4---1l~~)--_--;-~~-·-~-i--~-7~-~l---.~~-----i 

I 
j 

I 
I 

27) ............................................ Tahun Pajak 
: S·ilx,lg~ Kow 

21~} 

. ··········································· 
Kclurahan 
K.ecamatan 

25) ................................................. 
DAFTAR HASJL PENELITIAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTJF 

NIP 241 NIP ;,.-, NIP 2;; 
"*" ik:!_" ." 7· ,. _: • • • •! 

2()) 17) 

·~ 22) Kepala Seksi '6l 

NIP i5i NIP ;.;j 

14} 14) 

'~) Sibolga, '-' 
Petugas Peneliti I Petugas Peneliti II 

IV. KESIMPULAN DAN USUL 
Kesirnpulan dan usul untuk masing- rnasing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum 
dalam kolom 8 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pernbemlan PBB ini 



Angka 14 : Diisi dengan narna petugas peneliti permohonan pembetulan PBB 
Angka 15 : Diisi dengan NIP petugas peneliti perrnohonan pembetulan PBB 
Angka 16 : Diisi dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permohonan 

pembetulan PBB 
Angka 17 : Diisi dengan nama kepala seksi sebagaimana dimaksud pada angka 16 
Angka i ls : Diisi dengan NIP kepala seksi sebagaimana dirnaksud pada angka 16 
Angka 19 : Untuk Pengisian di tingkat Dinas 

Diisi dengan nama jabatan eselon ITT yang bertanggungjawah rnenyelesaikan · 
permohonan pembetulan PBB 

Angak, 20 : Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 19 
Angak 21 : Diisi dengan N1P pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 19 
Angka 22 : Untuk Pengisian di tingkat Walikota 

Diisi dcngan nama jabatan eselon II yang bertanggungjawab menyelcsaikan 
pennohor.an pernbetulan PBB 

Angak 23 : Diisi dengan nama pejabat sehagaimana dimaksud pada angka 22 
Angak 24 : Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 22 
Angak 25 : Diisi dengan nama Kelurahan 
Angak 26 : Diisi dengan Nama Kecamatan 
Angka 27 : Diisi dengan Tahun Pajak 

Angka 4 
Angka 5 
Angka 6 
Angka 7 
Angka 8 
Angka 9 
Angka 10 
Angkn 11 
Angka 12 
Angka 11 

Petunjuk Pengisian Lampiran Vlb 
Angka 1 : Diisi dengan nomor laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB 
Angka 2 : Diisi dengan nornor surat tugas 
Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat tugas 

: Diisi dcngan tanggal mulai tugas penelitian 
: Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian 
: Diisi dengan nama Lurah yang bersangkutan 
: Diisi dengan Kelurahan yang bersangkutan 
: Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan PBB 
: Diisi dcngan tanggal surat pcrrnohonan pembetulan PBB 
: Diisi dengan Dinas 
: Diisi dengan nornor tanda terima surat permohonan pembetulan PBB 
: Diisi dengan tanggal tanda terirna surat permohonan pembetulan PBB 
: Diisi dengan tanggal dihuatnya Laporan Hasil Penelitian PBB 

-\.:· 

~ .. 

·~ ~- 



1. Kesirnpulan 

IV. KESIMPULAN DAN USUL 

·····························• , . 

. ~ ................................................... 
P,) ........................................................ 

2. Alamat Objek Pajak 
3. Tahun Pajak 
4. Jenis Surat Keputusan/Ketetapan 
5. Nomor Surat Keputusan/Ketetapan rn) 

6. Tanggal Surat Keputusan/Ketetapan 11 > 
n. DASAR HUKUM 

5. Pasal 16 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tnhun 2007. 

6. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun l 993 tentang 
Kerentuan Umum dan Tata Cara .Perpajakan sebagairnana telah diubah terakhir knli 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 

7. Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 19/PMIC.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan 
Kcsalahan Tulis, Kcsalahan Hitung, dan/atau Kckcliruan Pcncrapan Kctcntuan tcrtcntu 
dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

8. Peraturan DirekrurJenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 tentaug Tata Cara Pembetulan 
Kesalahan Tulis. Kesalahan Himng, Dau/Atau Kekeliruan Penerapan Keteruuan Tertentu 
Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi Dm1 Bangunan Dan Bea Perolchan 
Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 

I!L Hasil Penelitian: · · 

7) ...................................................... 
6) .................................................. 

Berdasarkan Surat Tugas namer 2> tanggal 3> 

telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 4) 

. d al 5) d . b . b ., sarnpai engan tangg , engan uraian se agai erikut: 
I. UMUM 

l. NOP 

LAPORA.N HASIL PENELJTIAN 
PEMBETULAN PBB SECARA JABA TAN 

Nomor: "" J) 

PEMERINT AH KOT A SIBOLGA 
DwNAS PENGELOLA KEUANG.AN DAN ASET DAERAH 

Jalan S. Parman No. 62 Telp. {0631} 21244 
Slbolg& 22523 

?VJT GS? TP1lr?$PW~-it1i'Al:?r?P 

: Tata Cara Pelaksanaan 
Pemunguran Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan 
Dan Perkotaan 

Tentang 

Lampiran VIc: Peraturan Walikota Sibolga 
Nomor : 973 /30/ 1.012- 

... , - 



M. SYARFi HUTAURUK 

NJP 2_;i NIP 20' :'1JP n1 

........................................ ......................................... 19\ 16) 

2 I) l . 1~· Kepala Seksi · · ii!} 

NIP ; .. ; NlP '4i 

.......................... ,.,. .. ;, " - .. 13) 13) 

Petugas Peneliti I Petugas Peneliti H 
Sibolza 12\ ~.,.1,.,v ~, ... , .,..,,,.,,,.,,,.,.,. •.. , .. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................. ~········································································ 

2. Usul 



Angka2 

Angka 3 

Angka4 

Angka 5 
Angka6 

Angka 7 

Angka 8 

Angka 9 

Angka 10 

Angka 11 

Angka 12 

Angka 13 

Angka 14 

Angka 15 

Angka 16 

Jr-; Angka 17 

Angka 18 

Petunjuk Pengisian Lampiran Vic 

Angka 1 : Diisi dengan nornor laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB 

: Diisi dengan nornor surat tugas 

: Diisi dengan tanggal surat tugas 

: Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian 

: Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitizn 

: Diisi dengan Nomor Objek Pajak 

: Diisi dengan alamat Objek Pajak 
: Diisi dengan Tahun Pajak (tdak perlu diisi apabila pernbetulan atas surat keputusan 

PBB) 

: Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB 

: Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB 

: Diisi dengan tanggal surst keputusan atan snrat keterapan PBB 

: Diisi dengan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian 

: Diisi dengan nama petugas peneliti 

: Diisi deugan NIP petugas peneliti 

: Diisi dengan nama seksi yang bertanggungjawab menyelesaikan permohonan 

pembetulan PBB 

: Diisi dcngan nama kepala seksi sebagairnana dimaksud pada angka 15 

: Diisi dengan NIP kepala seksi sebagairnana dimaksud pada angka 15 

: Untuk Pengisian di tingkat Dinas 

Diisi dengan nama jabatan eselon III yang bertanggungjawab menyelesaikan 

permohonan pembetulan PBB 

Angak 19 : Diisi dengan nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 18 

Angak 20 : Diisi dengan NTP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka I 8 

Angka 21 : Untuk Pengisian di tingkat Walikota 

Diisi dengan nama jahatan eselon IT yang bertanggungjawab rnenyelesaikan 

permohonan pernberulan PBB 

. Angak 22 : Diisi dengan nama pejabat sebagairnana dimaksud pada angka 21 

Angak 23 : Diisi dengan NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 21 


